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TATA CARA PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN
UNTUK DIKELUARKAN DARI KAWASAN BEBAS

A. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

1. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir dan
Pemeriksaan Pabean. :

1.1

1.2.
1.3.

1.4

1.5.

1.6.

pengusaha mengisi formulir PPFTZ-01 dengan lengkap berdasarkan dokumen
pelengkap pabean.

pengusaha melakukan pembayaran bea masuk, Cukai, PDRI, dan PNBP.

pengusaha menyampaikan PPFTZ-01, dokumen pelengkap pabean, Surat

Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) atau Surat Setoran Pajak (SSP),

surat keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau PPN, dan

Pajak Penghasilan Pasal 22, bukti pembayaran PNBP dan/atau rekapitulasi

pembayaran PNBP berkala untuk menggunakan fasilitas PNBP berkala,

dokumen pemesanan pita cukal untuk Barang Kena Cukai (BKC) yang
pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dan izin/rekomendasi
dari instansi terkait ke Kantor Pabean.

Pejabat penerima dokumen menerima berkas PPFTZ-01 kemudian melakukan

penelitian terhadap:

1.4.1. pengusaha memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

1.4.2. ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha;

1.4.3. kelengkapan pengisian data PPFTZ-01;

1.4.4. pencantuman Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi
Pos (NTP) dan atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
dalam SSPCP;

1.4.5. pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI;

1.4.6. pembayaran PNBP dan/atau rekapitulasi pembayaran PNBP berkala
untuk yang menggunakan fasilitas PNBP berkala;

1.4.7. kesesuaian PPFTZ-01 dengan pemberitahuan pabean pada saat
pemasukan ke Kawasan Bebas dalam hal barang berasal fiari luar
Kawasan Bebas; ¢

1.4.8. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data NDPBM;

1.4.9. pos tarif yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
(BTKI); e -

1.4.10. bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan
jaminan,; .

1.4.11. Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK)
dan jumlah jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeah?n PPJK-
dalam hal menggunakan (PPJK).

dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 tidak sesuai

Pejabat penerima dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan

(NPP). ~ .

dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 sesual’-"

dengan yang tertera pada PPFTZ-01, maka Pejabat penerima doku.rx_len -
meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat yang menangari penelitian
barang larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian barang
larangan dan atau pembatasan.
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Pejabat yang menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan
melakukan penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.

1.7.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang tidak terkena
ketentuan® larangan dan/fatau pembatasan, meneruskan berkas
PPFTZ-01 kepada Pejabat penerima dokumen untuk:

1.7.1.1. diberilkan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01;
1.7.1.2. diteruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

1.7.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang terkena ketentuan
larangan dan/atau pembatasan, dilakukan penelitian dokumen yang
dipersyaratkan:

© 1.7.2.1. . dalam hal hasil penelitian menunjukkan  ketentuan
larangan dan atau pembatasan belum dipenuhi, Pejabat
yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang
Larangan atau Pembatasan (NPBL} dengan tembusan
kepada unit pengawasan.

1.7.2.2. pengusaha menyerahkan dolkumen yang dipersyaratkan
dilampiri dengan hasil cetak NPBL kepada Pejabat
. pemeriksa dokumen.

1.7.2.8. dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan
meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat penerima
dolkumen untuk:

1.7.2.3.1. diberikan nomor dan tanggal pendaftaran; dan

1.7.2.3.2. diteruskan  kepada  Pejabat pemeriksa
dokumen.

1.7.2.4.  apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal penerbitan NPBL Pengusaha tidak menyerahkan
dokumen yang dipersyaratkan maka Pejabat penerima
dokumen menerbitkan NPP,

dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam
Daerah Pabean ditetapkan tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik, Pejabat
pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan
barang dan mengirimkannya képada pengusaha.

dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam
Daerah Pabean ditetapkan harus dilakukan Pemeriksaan Fisik:

1.9.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik
{SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.

1.9.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan
fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPF.

1.9.3. Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list dan
instruksi pemeriksaan dari Pejabat pemeriksa dokumen.

1.9.4. Pejabat pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan
mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP} dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik
(BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian
mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

f/n.()
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1.9.5. da__lam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan
Pejabat pemeriksa dokumen.

1.9.6. Pf:jabat pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk
dilakukan penelitian.

1.9.7. dala_n‘.i _hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen
mengirimkan contoh barang dan invoice/ packing list ke laboratorium.

1.9.8. dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta
penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan
pemberitahuan, dan bea masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi
administrasi telah dilunasi, serta ketentuan larangan dan/atau

. pembatasan telah dipenuhi, Pejabat pemeriksa dokumen
menerbitkan SPPB.

1.9.9. dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada
tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat pemeriksa dokumen
melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan
ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan. Berdasarkan
penelitian sebagaimana tersebut:

1.9.9.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada
Pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran
bea masuk, cukai, dan PDRI, dengan tembusan kepada
Pejabat yang menangani urusan penagihan.

1.9.9.2.  Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPBL dalam hal
ditemukan barang yang terkena ketentuan larangan dan
atau pembatasan.

1.9.9.3. . pengusaha menerima respons SPTNP dan NPBL untuk
barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau
pembatasan, kemudian melakukan pelunasan
pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi
administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait
dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

1.10. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan
pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan
pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta
pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Media Penyimpan Data Elektronik dan

Pemeriksaan Pabean.

2.1. pengusaha menyiapkan PPFTZ-O1 dengan menggunakan program aplikasi
PPFTZ-01, berdasarkan dokumen pelengkap pabean.

2.2. pengusaha melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI melalui Bank
Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.

2.3. pengusaha melakukan pembayaran PNBP dan atau rekapitulasi pembayaran
PNBP berkala untuk yang menggunakan fasilitas PNBP berkala melalui Bank
Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.

2.4. pengusaha menyampaikan PPETZ-01 dalam rangkap 3 (tiga), media
penyimpan data elektronik, dokumen pelengkap pabean, SSPCP dan/atau
surat keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau PDRI,
bukti pembayaran PNBP dan/atau rekapitulasi pembayaran PNBP berkala,

dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukaiqya der_lgan
cara pelekatan pita cukai, dan izin atau rekomendasi dari instansi teknis ke

Kantor Pabea.p.
j /b
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Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas PPFTZ-01,

lalu memeriksa kesesuaian hasil cetak PPFTZ-01 dengan data dalam media

penyimpan data elektronik.

Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data dari media penyimpan

data ke SKP Kantor Pabean, kemudian mengembalikan media penyimpan

data elektronik kepada pengusaha.

Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian ada atau tidaknya

pemblokiran terhadap pengusaha dan PPJK, meneliti pencantuman NTB atau

NTP dan atau NTPN dalam SSPCP serta mencocokan bukti pembayaran bea

masuk, Cukai, PDRI dan PNBP dan/atau rekapitulasi pembayaran PNBP

berkala, kesesuaian PPFTZ-01 dengan Pemberitahuan Pabean pada saat

pemasukan ke Kawasan Bebas dalam hal barang berasal dari luar Kawasan

Bebas lalu merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP.

SKP menerima data PPFTZ-01 dan melakukan penelitian sebagai berikut:

2.8.1. Pengusaha memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

2.8.2. kelengkapan pengisian data PPFTZ-01;

2.8.3. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;

2.8.4, pos tarif yang tercantum dalam BTKI,;

2.8.5. bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memeriukan
jaminan; .

2.8.6. NP-PPJK dan jumlah jaminan PPJK, dalam hal menggunakan PPJK.

Dalam hal hasil penelitian Pejabat penerima dokumen dan SKP menunjukkan

tidak sesuai dan atau tidak lengkap:

2.9.1. Pejabat penerima dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan
Penolakan (NPP) dengan menggunakan SKP;

2.9.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 dan melengkapi
kekurangan persyaratan sesuai NPP, lalu menyampaikan kembali ke
Kantor Pabean.

dalam hal pengisian data PPFTZ-01 telah lengkap dan pencocokan bukti

pembayaran bea masuk, cukai, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PNBP

dan/atau rekapitulasi pembayaran PNBP berkala telah sesuai, SKP

melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau

pembatasan.

dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang tidak terkena ketentuan

larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau

pembatasan telah dipenuhi, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran

PPFTZ-01 dan meneruskan data Pemberitahuan Pabean ke Pejabat pemeriksa

dokumen.

dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang perlu penelitian lebih lanjut
terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, SKP meneruskan
data PPFTZ-01 kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan
dan/atau pembatasan untuk dilakukan penelitian.

dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang termasuk dalam ketentuan
larangan dan/atau pembatasan, Pejabat yang menangani- penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian dokumen yang
dipersyaratkan: :

Fo
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2.13.1, dglam hal hasil peneliian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian
barang larangan dan/atau pembatasan merekam hasil penelitian
untuk selanjutnya SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang
Larangan atau Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit
pengawasan.

2.13.2. pengusaha menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dilampiri
dengan NPBL kepada Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan.

2.13.3. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kergja setelah tanggal

 penerbitan NPBL Pengusaha tidak menyerahkan dokumen yang
dipersyaratkan maka pejabat penerima dokumen menerbitkan NPP
dengan menggunakan SKP.

2.13.4. dalamm hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian
barang larangan dan/atau pembatasan merekam dokumen yang
dipersyaratkan ke dalam SKP, untuk selanjutnya diterbitkan nomor
dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dan diteruskan ke Pejabat
pemeriksa dokumen.

dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam

Daerah Pabean tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik, Pejabat pemeriksa

dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan barang dan

mengirimkannya kepada pengusaha.

dalam hal pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam

Daerah Pabean dilakukan Pemeriksaan Fisik:

2.15.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik
(SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.

2.15.2. pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan
fisik kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPF.

2.15.3. Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/ packing list dan
instruksi pemeriksaan dari Pejabat yang menangani pelayanan
pabean.

2.15.4. Pejabat pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan
mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik
(BAP Fisik).

2.15.5. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan
tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan
BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

2.15.6. dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan
Pejabat pemeriksa dokumen.

2.15.7. Pejabat pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk
dilakukan penelitian.

9.15.8. dalam hal diperlukan uji laboratorium, pejabat pemeriksa dokumen
mengirimkan contoh barang dan invoice/ packing list ke laboratorium.

2.15.9. dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta
penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengar}l
pemberitahuan, dan bea masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi
administrasi telah dilunasi serta ketentuan larangan dan/atau
pembatasan  telah dipenuhi, Pejabat pemeriksa  dokumen
menerbitkan SPPB sebagai persetujuan pemuatan barang. V

a3
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2.15.10.dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada
tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat pemeriksa dokumen
melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan
ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan. Berdasarkan
penelitian tersebut:
2.15.10.1: Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada
Pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran
bea masuk, Cukai, dan PDRI, dengan tembusan kepada
Pejabat yang menangani penagihan.
2,15.10.2. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPBL dalam hal
ditemukan barang yang terkena ketentuan larangan
dan/atau pembatasan.
2.15.10.3. Pengusaha menerima respons SPTNP dan NFBL untuk
- barang yang terkena ketentuan Ilarangan dan/atau
pembatasan, kemudian melakukan pelunasan
pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi
administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait
dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan,
2.15.10.4. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPFPB sebagai
persetujuan pemuatan barang setelah melakukan
penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk,
. Cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta pemenuhan
ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

3. Pemuatan Barang Ke Sarana Pengangkut.

3.1. Pengusaha menyerahkan SPPB atau SPF kepada Pejabat yang mengawasi
pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau Pejabat yang mengawasi
pemuatan barang ke sarana pengangkut dalam hal barang dimuat di luar
Kawasan Pabean.

3.2. Pejabat mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan
barang ke sarana pengangkut berdasarkan SPFPB.

3.3. Pengusaha menerima SPPB atau SPF yang telah diberikan catatan oleh
Pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau
pemuatan barang ke sarana penganglkut.

3.4. Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas
sarana pengangkut yang akan berangkat ke tempat lain dalam Daerah
Pabean.

4. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.

Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah

Pabean tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik:

4.1. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PPFTZ-01, dan
meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan atau permintaan
informasi tentang nilai pabean kepada pengusaha dalam hal diperlukan,

4.2. Pengusaha menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada
Pegjabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal permintaan informasi nilai pabean dan atau tambahan keterangan
terkait uraian barang.

4.3. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01
dan menerbitkan SPTNP, atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan
dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk, Cukai, dan PDRI
setelah melebihi jangka waktu 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran

PPFTZ-01. f /i J/'
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4.4, Pquusaha menerima SPTNP untuk selanjutnya dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan menyerahkan
SSPCP kepada Pejabat yang menangani penagihan.

B. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Kawasan Bebas Lainnya, TPB, Atau
Kawasan Ekonomi Khusus

1. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir dan
Pemeriksaan Pabean.

1.1. Pengus:aha menyiapkan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-02) dengan mengisi
formulir secara lengkap, berdasarkan dokumen pelengkap pabean.

1.2. Pengusaha menyampaikan PPFTZ-02 dan dokumen pelengkap pabean ke
Kantor Pabean.

1.3. Pejabat penerima dokumen menerima berkas PPFTZ-02 kemudian melakukan
penelitian sebagai berikut:

1.3.1. pengusaha memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

1.3.2. ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha,

1.3.3. kelengkapan pengisian data PPFTZ-02;

1.3.4. penghitungan bea masuk, cukai, dan PDRI;

1.3.5. pembayaran PNBP dan/atau rekapitulasi pembayaran PNBP berkala
jika menggunakan fasilitas PNBP berkala;

1.3.6. kesesuaian PPFTZ-02 dengan pemberitahuan pabean pada saat
pemasukan ke Kawasan Bebas dalam hal barang berasal dari luar
Kawasan Bebas;

1.3.7. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;

1.3.8. pos tarif yang tercantum dalam BTKI;

1.3.9. bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan
jaminan; |

1.3.10. NP PPJK dan jumlah jaminan PPJK, dalam hal menggunakan PPJK.

1.4. Dalam hal hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada butir 1.3 tidak
sesuai, Pejabat penerima dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan

Penolakan (NPP).

1.5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 1.3 telah sesuai
dengan yang tertera pada PPFTZ-02:
1.5.1. Dalam hal pengeluaran ke Kawasan Bebas lainnya, Pejabat penerima
dolcumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-02 dan
meneruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen.
1.5.2. Dalam hal pengeluaran ke TPB atau Kawasan Ekonomi Khusus:
1.5.2.1. Pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PPFTZ-02
kepada Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan
, penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.

1.5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang terkena
ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang
Larangan atau Pembatasan (NPBL) dengan tembusan
kepada unit pengawasan.

1.5.2.3. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal penerbitan NPBL pengusaha tidak menyerahl.{an
dokumen yang dipersyaratkan maka Pejabat penerima

doloumen menerbitkan NPP. p
/ I' «Py-
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1.5.2.4. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang tidak
terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, atau
telah  memenuhi ketentuan larangan  dan/atau
pembatasan, Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan meneruskan berkas
PPFTZ-02 kepada Pejabat penerima dokumen untuk:

1.5.2.4.1. diberikan nomor dan tanggal pendaftaran,

1.52.4.2. diteruskan kepada  Pejabat  pemeriksa
dokurnen. -

Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan DBebas ditetapkan tidak
dilakukan Pemeriksaan Fisik, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPFB
sebagai persetujuan pemuatan barang dan mengirimkannya kepada
pengusaha.

Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ditetapkan harus
dilakukan Pemeriksaan Fisik:

1.7.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik

(SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.

1.7.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan Pemeriksaan
Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPF.

1.7.3. Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list dan
instruksi pemeriksaan dari Pejabat pemeriksa dokumen.

1.7.4. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan
mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP} dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik
(BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian
mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

1.7.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan
Pejabat pemeriksa dokumen.

1.7.6. Pejabat pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk
dilakukan penelitian.

1.7.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, pejabat pemeriksa dokumen
mengirimkan contoh barang dan invoice/ packing list ke laboratorium.

1.7.8. Dalam hal hasil Pemeriksaan Fisik dan hasil uji laboratorium serta
penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan
pemberitahuan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB.

1.7.9. Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai, diselesaikan
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan
pemuatan barang setelah melakukan penelitian dokumen.

2. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Media Penyimpan Data Elektronik dan
Pemeriksaan Pabean.

2.1,

2.2,

2.3.

Pengusaha menyiapkan PPFTZ-02 dengan menggunakan program aplikasi
PPFTZ-02, berdasarkan dokumen pelengkap pabean.

Pengusaha menyampaikan PPFTZ-02 dalam rangkap 3 (tiga), media
penyimpan data elektronik, dan dokumen pelengkap pabean ke Kantor
Pabean,

Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas PPETZ- 02,
lalu memeriksa kesesuaian hasil cetak PPFTZ-02 dengan data dalam Media

Penyimpan Data Elektronik. p




2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.
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Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data dari media i

penyimpan
data ke SKP Kantor Pabean, kemudian mengembalikan Media Pen;imgan
Data Elektronik kepada pengusaha.

Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian :

2.5.1. ada atau tidaknya pemblokiran terhadap pengusaha dan PPJK;

2.5.2. meneliti perhitungan bea masuk, Cukai, dan PDRI;

2.5.3. p.embayaran PNBP dan atau rekapitulasi pembayaran PNBP berkala
jika menggunakan fasilitas PNBP berkala; dan

2.5.4. kesesuaian PPFTZ-02 dengan Pemberitahuan Pabean pada saat
pemasukan ke Kawasan Bebas dalam hal barang berasal dari luar

- Kawasan Bebas

Pejabat penerima dokumen merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP.

SKP menerima data PPFTZ-02 dan melakukan penelitian:

2.7.1. Pengusaha memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

2.7.2. kelengkapan pengisian data PPFTZ-02;

2.7.3. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDFBM,

2.7.4. pos tarif yang tercantum dalam BTKI;

2.7.5. bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan
jaminan; i

2.7.6. NP-PPJK dan jumlah jaminan PPJK, dalam hal menggunakan PPJK.

Dalam hal hasil penelitian pejabat penerima dokumen sebagaimana dimaksud

pada butir 2.5 dan pengisian data PPFTZ-02 sebagaimana dimaksud pada

butir 2.7 tidak sesuai:

2.8.1. Pejabat penerima dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan
Penolakan (NPP) dengan menggunakan SKP;

2.8.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-02 dan melengkapi
kekurangan persyaratan sesuai NFP, lalu menyampaikan kembali ke
Kantor Pabean.

Dalam hal pengisidn data PPFTZ-02 telah sesuai, dan atau pencocokkan bukti

pembayaran PNBP telah sesuai:

2.9.1. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas tujuan Kawasan
Bebas lainnya, Pejabat penerima dokumen memberikan nomor dan
tanggal pendaftaran PPFTZ-02 dan meneruskan berkas PPFTZ-02
kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

2.9.2. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas tujuan TFB atau
Kawasan Ekonomi Khusus, SKP melakukan penelitian tentang
pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan berdasarkan
data PPFTZ-02:
2.9.2.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang perlu

penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan
dan/atau pembatasan, SKP meneruskan data PPFTZ-02

 kepada Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan untuk dilakukan
penelitian.

7.9.29. -Dalam hal hasil peneliian menunjukkan ketentuan
larangan dan/atau pembatasan belum dipenuhi, Pejabat
yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan  merekam hasil penelitiannya, untuk
selanjutnya SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan
Barang Larangan atau Pembatasan (NPBL) dengan

tembusan kepada unit pengawasan. f/ ;
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2.9.2.3. Pengusaha menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan
dilarapiri dengan NFBL kepada Pejabat yang menangani

penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.
2.9.2.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang
dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani
penelitian . barang larangan dan/atau pembatasan
- memberitahukan kepada pengusaha melalui Pejabat

penerima dokumen.,

2.9.2.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang tidak
terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau
ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi,
SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-
02 dan meneruskan data PPFTZ-02 kepada Pejabat

~ pemeriksa dokumen,

2.9.2.6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal penerbitan NPBL pengusaha tidak menyerahlcan
dokumen yang dipersyaratkan, maka pejabat penerima
dokumen menerbitkan NPP dengan menggunakan SKP,

2.10, Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ditetapkan tidak

2.11.

dilakukan Pemeriksaan Fisik, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB

sehagai persetujuan pemuatan barang dan mengirimkannya kepada

pengusaha. )

Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ditetapkan harus

dilakukan Pemeriksaan Fisik:

2.11.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemeriksaan Fisik
(SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.

2.11.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan
fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPF.

2.11.3. Pegjabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list dan
instruksi pemeriksaan dari Pejabat pemeriksa dokumen.

2.11.4. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan
mengambil contoh barang jika diperlukan, membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHPF} dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik
(BAP Fisik).

2.11.5. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan
tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan
BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

2.11.6. Dalam hal diperiukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan
Pejabat pemeriksa dokumen.

2.11.7. Pejabat pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk
dilakukan penelitian.

2.11.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, pejabat pemeriksa dokumen
mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium,

2.11.9. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium serta
penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan
pemberitahuan, dan bea masuk, Cukai, PDRI, dan sanksi
administrasi telah dilunasi serta ketentuan larangan dan/atau
pembatasan  telah  dipenuhi, Pejabat pemeriksa dokumen

menerbitkan SPPB.
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2.11.10.Da1a:r} hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai, diselesaikan
sesuai ketentuan yang berlaku.

2.12. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB sebagai persetujuan

pemuatan barang setelah melakukan penelitian dokumen serta pemenuhan
ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

3. Pemuatan Barang Ke Sarana Pengangkut.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Pengusaha menyerahkan SPPB atau SPF kepada Pejabat yang mengawasi
pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau Pejabat yang mengawasi
pemuatan barang ke sarana pengangkut dalam hal barang dimuat diluar
Kawasan Pabean

Pejabat mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau pemuatan
barang ke sarana pengangkut berdasarkan SPFB.

Pepgusaha menerima SPPB atau SPF yang telah diberikan catatan oleh
pejabat yang mengawasi pemasukan barang ke Kawasan Pabean, atau
pemuatan barang ke sarana pengangkut.

Pengusaha mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas
sarana pengangkut.

4. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal
mengirimkan PPFTZ-02 kepada pejabat yang mengelola manifes di Kantor
Pabean yang mengawasi TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan
Bebas tujuan sebagai verkliker.

Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal
melakukan rekonsiliasi antara dokumen PPFTZ-02 dengan dokumen BC 1.1
keberangkatan.

Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas asal

menerima kembali PPFTZ-02 dari pejabat yang mengelola manifes di Kantor

Pabean yang mengawasi TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan

Bebas tujuan.

Apabila PPFTZ-02 tidak diterima kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari setelah tanggal SPPB, Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean

meminta konfirmasi dari Kantor Pabean yang mengawasi TPB, Kawasan

Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas tujuan tentang realisasi pemasukan

barang dimaksud.

Apabila hasil konfirmasi yang diperoleh dari Pejabat yang mengelola manifes

di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau

Kawasan Bebas tujuan, bahwa PPFTZ-02 tidak diterima dari pengusaha atau

Pengangkut, atau barang dimaksud tidak sampai di TPB, Kawasan Ekonomi

Khusus, atau Kawasan Bebas tujuan, atau barang dimaksud telah dibongkar

atau ditimbun di TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas

tujuan, namun jumlah barang yang dibongkar atau ditimbun kedapatan
kurang, Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean di Kawasan Bebas
asal menyampaikan kepada:

4.5.1. Unit pengawasan untuk melakukan penyelidikan tentang timbulnya
permasalahan tersebut;

4.5.2. Pejabat pemeriksa dokumen untuk menerbitkan Surat Penetapan
kekurangan pembayaran bea masuk, Cukai, PPN, dan Pajak
Penghasilan Pasal 22 dan sanksi administrasi berupa _denda dan
menyerahkannya kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk

menerbitkan Surat Tagihan. ‘V
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MENTERI

C. Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Luar Daerah Pabean

1. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir dan

Pemeriksaan Pabean.

1.1. Pengusaha mengisi PPFTZ-01 berdasarkan dokumen pelengkap pabean,
menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir
PPFTZ-01;

1.2. Pengusaha melakukan pembayaran Bea Keluar melalui Bank Devisa Persepsi
atau Pos Persepsi;

1.3. Pengusaha melakukan pembayaran PNBP dan atau rekapitulasi pembayaran
PNBP berkala jika menggunakan fasilitas PNBP berkala.

1.4. Pengusaha menyerahkan PPFTZ-01, bukti pembayaran Bea Keluar, PNBP dan
atau rekapitulasi pembayaran PNBP berkala, dan dokumen pelengkap pabean
ke Pejabat penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan.

1.5. Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran
Pengusaha dan PPJK.

1.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha atan PPJK diblokir,
Pejabat penerima dokumen mengembalikan PPFTZ-01 dan menerbitkan NPP.

1.7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha atau PPJK tidak diblokir,
pejabat penerima dokumen melakukan penelitian:

1.7.1. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.4;

1.7.2. kesesuaian antara PPFTZ-01 dengan dokumen pelengkap pabean dan
bukti pembayaran PNBP dan atau bea keluar; dan

1.7.3. kelengkapan pengisian data PFFTZ.-01.

1.8. Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat penerima dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 1.7 menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
Pejabat penerima dokumen mengembalikan berkas PPFTZ-01 beserta
kelengkapannya kepada pengusaha.

1.9. Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.7 menunjukkan lengkap dan sesuai, Pejabat
penerima dokumen mengirimkan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan untuk
dilakukan peneliian terkait pemenuhan ketentuan larangan atau
pembatasan:

1.9.1. dalamm hal hasil peneliian menunjukkan barang yang akan
dikeluarkan ke luar Daerah Pabean termasuk barang yang dilarang
atau dibatasi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan
dan/atau pembatasan melakukan penelitian dokumen yang
dipersyaratkan dari instansi terkait. ‘

1.9.2. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait tidak
lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PPFTZ-01, Pejabat yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan
menerbitkan NPPD dan mengembalikan berkas PPFTZ-01 kepada
pengusaha.

1.9.3. Pengusaha menyerahkan NPPD, berkas PPFTZ-01 dan dokumen
pelengkap pabean dalam rangka pemenuhan NPPD, kepada Pejabat
yang menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di
Kantor Pabean pemuatan, sebelum barang yang akan dikeluarkan ke

Inar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Pabean.
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1.9.4, Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan
dikeluarkan ke luar Daerah Pabean tidak termasuk yang dilarang
atau dibatasi, atau dokumen yang dipersyaratkan dari instansi
terkait telah lengkap dan telah sesuai dengan PPFTZ-01, Pejabat yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan
meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat pemeriksa dokumen.

1.10. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian apakah terhadap barang

_';;"a.nlgc akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean wajib dilakukan Pemeriksaan

isik.

1.11. Pejabat pemeriksa dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran
pada PPFTZ-01 dan menerbitkan:

1.11.1. NPPB, dalam hal atas barang tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik;
atau ‘

1.11.2. PFPB, dalam hal atas barang dilakukan Pemeriksaan Fisik.

1.12. Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan copy berkas PPFTZ-01 dan NPPB
atau PPB kepada pengusaha.

1.13. dalam hal terhadap PPFTZ-01 diterbitkan PPB:

1.13.1. Pengusaha memberitahukan kesiapan Pemeriksaan Fisik kepada
Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal PPB.

1.13.2. Pejabat pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan
copy invoice/ packing list, copy PPFTZ-01 dan PPB.

1.14. Pejabat pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan
mengambil contoh barang jika diperlukan dan menuangkan hasil
pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

1.15. Pejabat pemeriksa barang menyampaikan LHP kepada Pejabat pemeriksa
dokumen untuk penanganan lebih lanjut. ‘

1.16. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen
mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list serta LHP ke
laboratorium.

1.17. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPPB sebagai persetujuan

pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan
pembayaran bea keluar, sanksi administrasi dan pemenuhan ketentuan

larangan atau pembatasan.

. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Melalui Media Penyimpan Data Elektronik dan

Pemeriksaan Pabean.

2.1. Pengusaha menyiapkan PPFTZ-01 dengan menggunakan program aplikasi
PPFTZ-01 berdasarkan dokumen pelengkap pabean.

2.2. Pengusaha mencetak PPFTZ-01, menandatanganinya dan menyimpan data
PPFTZ-01 ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik.

2.3, Pengusaha melakukan pembayaran bea keluar melalui Bank Devisa Persepsi
atau Pos Persepsi. -

2.4. Pengusaha melakukan pembayaran PNBP dan atau rekapitulasi pembayaran
PNBP berkala jika menggunakan fasilitas PNBP berkala.

0.5. Pengusaha menyerahkan hasil cetak PPFTZ-01 dilampiri (i:engan media
penyimpan data elektronik yang berisi data PPETZ-01, bukti pembay.a.ra_n
PNBP dan/atau bea keluar, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat
penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan. ‘

2.6. Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran

Pengusaha atau PPJK. y
/b0



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
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Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha atau PPJK diblokir,
Pejabat penerima dokumen mengembalikan PPFTZ-01 beserta lampirannya
dan menerbitkan NPP.
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengusaha atau PPJK tidak diblokir,
pejabat penerima dokumen melakukan penelitian:
2.8.1. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.5; dan

2.8.2., kesesuaian antara PPFTZ-01 dengan dokumen pelengkap pabean dan
bukti pembayaran PNBP dan atau bea keluar.

Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data PPFTZ-01 dari Media

Penyimpan Data Elektronik ke sistem komputer pelayanan.

Sistem’' komputer pelayanan melakukan penelitian kelengkapan pengisian

data PPFTZ-01.

Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat penerima dokumen dan oleh sistem

komputer pelayanan menunjukkan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai

Pejabat penerima dokumen mengembalikan PPFTZ-01 beserta lampirannya

kepada pengusaha disertai dengan NPP.

Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat penerima dokumen dan sistem

komputer pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai, sistem komputer

pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan barang yang
dilarang atau dibatasi.

Dalam hal hasil penelitian oleh sistermn komputer pelayanan menunjukkan pos

tarif barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean tidak termasuk

dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, sistem komputer
pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01, dan
menerbitkan respon.

2.13.1. NPPB, dalam hal atas barang tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik;
atau

2.13.2. PPB, dalam hal atas barang dilakukan Pemeriksaan Fisik.

Dalam hal hasil penelitian oleh sistem komputer pelayanan menunjukkan pos

tarif barang yang akan dikeluarkan ke luar Daerah Pabean termasuk dalam

pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi:

2.14.1. Pejabat penerima dokumen mengirimkan berkas PPEFTZ-01 kepada
Pejabat yang menangani peneclitian barang larangan dan/atau
pembatasan untuk dilakukan penelitian terkait ketentuan tentang
larangan dan/atau pembatasan.

2.14.2. Dalam hal hasil penelitian Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan menunjukkan barang yang akan
dikeluarkan ke luar Daerah Pabean termasuk barang yang dilarang
atau dibatasi:

2.14.2.1. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan -

dan/atau pembatasan melakukan penelitian dokumen
yang dipersyaratkan dari instansi terkait.

2.14.2.2. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan dari instansi
terkait tidak lengkap dan/atau tidak sesual dengan
PPFTZ-01, Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atan pembatasan menerbitkan NPPD dan
mengembalikan berkas PPFTZ-01 kepada pengusaha.

Vi




2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

. Pem

3.1.

3.2.

3.3.
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2.14.2.3. - Pengusaha menyerahkan NPPD, berkas PPFTZ-01 dan
dokumen pelengkap pabean dalam rangka pemenuhan
NPPD, kepada Pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean
pemuatan, sebelum barang yang akan dikeluarkan ke
luar Daerah Pabean dimasukkan ke Kawasan Pabean.
2.14.3. Dalam hal hasil penelitian pejabat yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan menunjukkan barang yang akan
dikeluarkan ke lmar Daerah Pabean tidak termasuk barang yang
dilarang atau dibatasi atau dokumen yang dipersyaratkan dari
instansi terkait telah lengkap dan sesuai dengan PPFTZ-01, sistem
" komputer pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran
PPFTZ-01 dan menerbitkan respon:
2.14.3.1. NPPB, dalam hal barang tidak dilakukan pemeriksaan
fisik; atau

2.14.3.2. PPB, dalam hal barang dilakukan Pemeriksaan Fisik.

Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan copy berkas PPFTZ-01 dan NPPB

atau PPB kepada pengusaha.

Dalam hal terhadap PPFTZ-01 diterbitkan PPB:

2.16.1. pengusaha memberitahukan kesiapan Pemeriksaan Fisik kepada
Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal PPB.

2.16.2. Pejabat pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan Fisik berdasarkan
copy invoice/ packing list, copy PPFTZ-01 dan PPB.

Pejabat pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan Fisik barang dan

merigambil contoh barang jika diperlukan dan menuangkan hasil

pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP}.

Pejabat pemeriksa barang menyampaikan LHP kepada Pejabat pemeriksa

dokumen untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen

mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list serta LHP ke

laboratorium.

Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPPB sebagai persetujuan

pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan

pembayaran bea keluar, sanksi administrasi dan pemenuhan ketentuan
larangan dan/atau pembatasan.

asukan Barang ke Kawasan Pabean dan Pemuatan ke Sarana Pengangkut.

Pengusaha memasukkan barang ke Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan

dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dengan dilindungi:

3.1.1. NPPB, dalam hal telah diterbitkan NFPB;

3.1.2. PPFTZ-01 dan PPB, dalam hal terhadap barang akan dilakukan
Pemeriksaan Fisik di Kawasan Pabean;

3.1.3. Permohonan pemuatan barang curah yang telah diberikan catatan
persetujuan muat, dalam hal barang merupakan barang curah; atau

3.1.4. PKB dilampiri dengan NFPB dari semua PPFTZ-01 yang terdapat
dalam PKB, dalam hal barang merupakan barang konsolidasi.

Pengusaha menyerahkan dolcumen sebagaimana dimaksud butir 3.1 kepada

Pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean.

Pejabat di pintu masuk Kawasan Pabean: /Z/



3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.
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mencocokkan nomor kemasan atau nomor dan ukuran peti kemas

yang tertera pada kemasan atau peti kemas dengan yang tertera

pada:

3.3.1.1. data PPFTZ-01, NPPB, PPB, atau PKB, dalam hal pintu
masuk Kawasan Pabean dilengkapi dengan sarana
komputer; atau

3.3.1.2. data yang tercantum dalam data PPFTZ-01, NPPB, PPB,
atau PKB dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean tidak

" dilengkapi dengan sarana komputer.

memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel

. pada kemasan atau peti kemas, dalam hal dilakukan penyegelan

pada peti kemas atau kemasan barang;

dalam hal hasil pemeriksaan segel dan nomor peti kemas atau
kemasan menunjukkan tidak sesuai dan atau kondisi segel tidak
utuh :

3.3.3.1. . mengizinkan kemasan atau peti kemas masuk ke
Kawasan Pabean;
3.3.3.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada

PPFTZ-01, NPPB, PPB, dan atau PKB;

3.3.3.3. menyerahkan kepada unit pengawasan, berkas PPFTZ-01,
NPFB, PPB, dan atau PKB untuk proses lebih lanjut.

dalam hal hasil pemeriksaan segel dan nomor peti kemas atau
kemasan menunjukkan sesuai dan atau kondisi segel tidak utuh atau
sesuai dan atau kondisi segel utuh, menandatangani PPFTZ-01,
NPPB atau PKB atau memberi catatan tentang pemasukan barang ke
Kawasan Pabean pada PPB dan menyerahkan kepada pengusaha.

memberikan catatan tanda selesai masuk pada SKP dan atau PPFTZ-
01.

melakukan tindak lanjut sesuai tata cara pemuatan barang curah,
dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar
Daerah Pabean merupakan barang curah.

4. Tindak Lanjut Setelah Pemuatan Barang.
4.1. Pejabat pemeriksa dokumen:

4.1.1.

4.1.2.

meneliti dan menetapkan perhitungan bea keluar dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dalam
hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah
Pabean dikenakan bea keluar;

menerbitkan SPPBK dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea
keluar.

4.2. Pengusaha melakukan pembayaran bea keluar berdasarkan SPPBK, sesuai
dengan ketentuan tentang bea keluar.

. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO UMUM td.

-

AGUS D.W. MARTOWARDQJO




| LAMPIRAN XVI

i * PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PMK.04/3012

TENTANG

'THTA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
'KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAFKAN
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA

No. Seri..ccouneenen. JKP ' SKPKB-01

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
| DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR
| DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS

.....................................................................................................................................................

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor:

Jenis D eeeraereanereecrnnennraaees SO U YU RPPPTp
Merek _  eeetteremresetrueressrasvesssiessesararereriaeegtasteesateiitiestrasinnias OO
Tipe L it e e eeerareeeseeeteressessesestssemetesiestiesseseiristevmsenereverieesreiieitesaiatearrsrattis
Tahun Pembuatan e ereeeeieeevaeteeresresstesesvimeessvesrasesoetaseasiasieereiteeEateriartrreraterranttates
(angka dan huraf)
No. Rangka/NIK (VIN) © e teretaraetaaeereeessestesieeesemesestessesesstseseisesssestrseseriisieiiisinetinaarnrrastiass
No. Mesin R O O U TSP PPPRRIT PR PRD PRSPPI RTIREE
telah dimasukkan secara sah melalul Pelabuhan/Bandar Udara ......oeevereriinimimninrs s
padatgl. ... oleh
e P O S T e L e CL e A R
Alamat e evertveetseeeteseseasesesieeiesitetetaaeereestieertastieratettattinnratenras it iraas
menggunakan PPFTZ dengan koc'le PPFTZ-01 Nomor . D e eteeesreserarern e enireaarre ettt
’ 1721 RUUOUURON eerrnae et es
: - Catatan :
i kendaraan bermotor ini tidak dapat dikeluarkan (dimutasikan)
; ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
....................... tgloiieererirniereneennn. 200
‘ Kepala Kantor,
| -(namea terang)
NIP coiirieirireann
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,

! KEPALA BIRO UMUM ttd.
= ey

ENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

e

NIP 1959 42@1*93@9}

i) T eees et




LAMPIRAN XViI
* PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
' NOMOR 47/PMK.04/2012
TENTANG
TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAM DITETAPKAN
SEBAGA! HKAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS  DAN
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUNKAI

MENTER! KEUANGAN -
No. Seri........ceee /KP REPUBLIK INDONESIA SKPKB-02A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR
DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS

NOMIOL! ot vieeeaaen

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor:

Jenis T et etreerereieeeeiesesereeeethaiseeettteetra, s bhi s e AT rhn s e erarsraentee e see baaetaetes
Merek . 1 ieideaieeersseeieesareareateieteninaetie et e taa e te e e ie e et ara e e en e eeaanenanans
Tipe T eeedeeeeeeeeiresreeeeeeesiresedteneseesstestssassaneeiistastenieeenitatertattnrinstateraietnttetinene
Tahun Pembuatan T eeiieeeeeeerererseeeeeiesasiersreasereseesnaeaeeeastiteiaitis ey et e e a e s ee et nassntebaas
{angka dan hurn)
No. Rangka/NIK (VIN) SO U OTOUTTR U RUTOROOUR
No. Mesin. L eeeeeeteeerreieesteereireseesasreeesesneceessbenteeesiestbeeenasentertaneteteaeserantastieeaaeaeans
telah dimasulkkan secara sah melalui Pelabuhan /Bandar Udara.....cccveviiiiiiiiniinriiiicien
padatgl. . oleh:
Nama O TR
Alamat T
menggunakan PPFTZ dengan kode PPFTZ-02 Nomor . PSRN
Tl e
Catatan :

kendaraan bermotor ini tidak dapat dikeluarkan (dimutasikan) ke
tempat lain dalam Daerali Pabean sebelum bea masuk, PPN,
dan/atau PPh Pasal 22 dilunasi dan diterbitkan Formulir FTZ oleh
Kepala Kantor Pabean.

_ Kepala Kantor,

(nama terang)
NIP s
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO UMUM ttd
KEP SR A . | . s
ALA, & <SS AGUS D.W. MARTOWARDOJO

.

NIP 19%90%20198405 @1{0,.‘

e
e L




LAMPIRAN XVIII

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA

NOMOR  47/PMIL.04/2012
TENTANG

MENTERI KEUANGAN

TATA LARKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWABAN YANG TELAH
SEBAGAI  KAWASAN  PERDAGANGAN

FELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

BEBAS

No. Seri..ccvureenn. JKP REPUBLIK INDONESIA ) SKPKB-02B

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR
DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS LAINNYA
KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor :

Jenis RO PP PP SO P PP PP
Merelk v eereeseeseeneemeoetdteeesstdssseserasretseustasrieestitastareouarenerateriasstiaiians
Tipe e vteeieeveeeseesereiessesstesseeresetisicecieestesiiatereeatestiesiiisiirerirriises
Tahun Pembuatan e trteeteetrsressesssassesresssaseeseesrensaraveneenisitiassiatesotiatbeniitinrattrrre
(angka dan huruf)

No. Rangka/NIK (VIN) SO PP PP PRSI P RPN
No. Mesin S USSP PP PPPPPPS TIPS EPPPPRI

telaly dimasukkan secara sah dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
....................................... melalui Pelabuhan/Bandar Udara ...t
padatgl . oleh
NAIMIEL l eeeeeiieeeeseessasereesresaseeeseeseesirnn s s e
Alamat e erttertseeseseeeeeaesssessiearieeeieesiteestersseessEsesiesiEeteiteisanIeeasiesititiiatareas
menggunakan PPFTZ dengan kode PPFTZ-02 Nomor ) TP PIRN
' tgleeeiiiiieeeeen eiveeeisersesneraaranns
Catatan : ’
1) kendaraan bermotor asal luar Daerah Pabean tidak dapat
dikeluarkan (dimutasikan) ke tempat lain dalam Daerah
Pabean.
2) kendaraan bermotor selain asal luar Daerah Pabean hanya
dapat dikeluarkan (dimutasikan) ke tempat lain dalam
Daerah Pabean setelah bea masuk, PPN, danfatau PFPh Pasal
27 dilunasi dan diterbitkan Formulir FTZ oleh Kepala Kantor
Pabean.
....................... el eeeieeeee 200
Kepala Kantor,
(nama terang)
NIP e
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO LML ) ttd.
b \'\‘"(:\\M\Liﬁﬁﬁﬁor;%
KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO

N

DITETAFKAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 /PMK.04/2012
TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN

SEBAGA] KAWASAN PERDAGANGAN  BEBAS
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

SKPKB-02C

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR
DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS

dengan ini meneranglkan bahwa kendaraan bermotor :

Jenis
Merek
Tipe

Tahun Pembuatan

(angka dan hunrf)

No. Rangka/NIK {VIN)

....................................................................

....................................................................

No. Mesin et eteteshedreesharessnensitentanesuetetetntnettetaaran i e netannan bt abe e ran et s rneananten
telah dimasukkan secara sah melalm Pelabuhan /Bandar Udara .......coceveciciiiiniiniiiciinenneenrens e
padatgl. ... oleh:

Nama, - O PP PPTO PO
7N - - RSP OPPON

menggunakan PPFTZ dengan kode PPFTZ-02 Nomor

Catatan :

kendaraan bermotor ini tidak dapat dikeluarkan {dimutasikan} ke
tempat lain dalam Daerah Pabean sebelum bea masuk, PPN,
dan/atan PPh Pasal 22 dilunasi dan diterbitkan Formulir FTZ

oleh Kepala Kantor Pabean.

................................................

Kepala Kantor,

(nama terang)
NIP ooriiiiiininiieeanens

Salinan sesuai dengan aslinya

‘?:.\\‘Q}N }K.P(jg

KEPAL _,;BA&\N T. UL‘KE ENTERIAN

\
NIP 195 042()19849%001

MENTERI KEUANGAN,
td. .
AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN XX

© PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  47/PMNK.04/2012
TENTANG

SEBAGAI KAWASAN  PERDAGANGAN  BEBAS
FELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CURAI

T

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No. SeTd..rrrrenn. JKP . SKPKB-03

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS

.....................................................................................................................................................

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor:

Jenis TP T OO PP PP PPPPIPPEPI
Merek o eeeteeereesecasessaemnetiieriessessrennneneeateastaraerhtaatatn et ana ettt e e eeaaes s
Tipe . o eereeseeseeseeeesaeeenettntessestssecereveresteseasntensentatennaee s is e e aeaE T
Tahun Pembuatan U CUU U PSPPI RSO
(angka dan huruf) :
No. Rangka/NIK (VIN) e etveettieaeeeveseeseetitessessesaseescereeiseseesEetreesetattIeariastrieisiiataraeaiaaetre
No. Mesin ST OP U PP PIFPITT PP ST DPDVISTRRTLY
telah dimasulkan secara sah dari Pelabuhan/Bandar Udara. ..o melalui
Pelabuhan /Baridar UQATA ......ueuesresirseesse sttt b TS
pada tgl. ... oleh:
Nama © eeeeeevesieeesbsstesisssssiasessEeEEeEseseTesTLELEEITEIIieerIeTaeeItietiiii s
Alamat DU O USSP PP PRSP PEPI RIS PTRIS EETLEL
menggunakan PPFTZ dengan kode PPFYZ-03 Nomor K 1 eerereinerensrebeseerastesresirnaerrrareeareras
£7-1 STOUIRIRRITDIOPIUPOTRNS PPy
Catatan :

kendaraan bermotor tidak dapat dikeluarkan (dirnutasika‘n) ke
termnpat lain dalam Daerah Pabean sebelum PPN dilunasi dan
diterbitkan Formulir FTZ oleh Kepala Kantor Pabean.

Kepala Kantor,

(nama terang)
NIP voeiinieivimmieannnmanes

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUAN GAN ;

KEPALA BIRQ-AIM td, |
b@\%é‘aﬂ Hf?.t.*,;,;.;,\\‘ »
N T AGUS D.W. MARTOWARDOJO
KEP A/B/xéﬂm T.UNKEMENTERIAN B g
a——

TR
BIRO UM J -

S
i et A

GIART s
984
NIP 19 19840

'I_h.'A LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE, DAN DARl KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN

DAN



LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  47/PMK.04/2012

TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN -
REPUB . i
LI iINDONESIA ) Formulir FTZ

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT KETERANGAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR
DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor :

Jenis  rrrteseaesreseeseceseeeiiecacesesetaseevesassetereenserastenrerenneneioinnthsacnicnteionistereranas
Merelk D eeeteetreseeneeseseereeseereseasauseenrerateenrnananaonionseniekokihieaititattetsniintiseiraannianras
Tipe DS PO PO U POPPRRL
Tahun Pembuatan D etereeeesereieeseseetsteesessbtstisesesessreteirasiesteerunniatre neanraoesnnantaiereneaaennans
(anglka dan huruf)
No. Rangka/NIK (VIN) D eereeereeeeeeteeatetareerserasresserertenaTennteriarieeateerierbatatantebastetiee e tnaeera e aan
NO. MESITL i iiiiiiierseeeeiieneraseareenr e ioastnea e caeaiessnaiasiEetatte it rias it sn e rnrans
telah dimasukkan secara sah dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan DBebas
eyt ee s eeeeeeeoetsessasesetiereeseisnrenenteisretn melalhii Pelabuhan/Bandar Udara ..... freereeeranearaarerareartaartaies
el o oleh
Nama T et eeieseesiratesesteessesreoesesesiesenteseasteantreattanteaetetaTry it ens et e nreantesinann
AlATAL ol iiiriiereiesceeessrreesearesteaererreenen rasaao e reaeeneneh i iaeaeaadineaie e naiaaiaeaas
menggunakan PPFTZ dengan kode PPFTZ-01 Nomor D ettt et e
L
....................... tgl 20
Kepala Kantor,
fnama terang)
NIP e
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO UMUM tid.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




A

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

LAMPIRAN XXI1I

PERATURAN MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  47/PMR.04 /2012

TENTANG

TA"'FA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAL

----------------------------------

--------------------

BUKU CATATAN PABEAN

PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

Halaman ....... dari ........
PENGIRIM PENERIMA JUMLAH
DAN NILAI
NO. | TGL. URAIAN BARANG JENIS CIF
IDENTITAS NAMA IDENTITAS NAMA SATUAN
V1 @ (3) (4) (5} (6) (7) (8) (9

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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TENTANG

SEBAGAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGEMAS
YANG DIPAKAI BERULANG-ULANG (RETURNABLE PACKAGE)
KE DAN DARI KAWASAN BEBAS

1. Pengusaha:
1.1. Mengajukan permohonan tertulis penggunaan pengemas yang dipakai berulang-
ulang (returnable package) kepada Kepala Kantor Pabean;
1.2. Permohonan diajukan diawal kegiatan dan diperpanjang setiap tahun dengan
menyebutkan uraian pengemas antara lain:
1.2.1. Jenis;
1.2.2. Identitas;
1.2.3. Negara asal;
1.2.4. Spesifikasi teknis; dan
1.2.5. Perkiraan jumlah pemasukan dan pengeluaran yang mempergunakan
returnable package dalam 1 (satu) tahun.
1.3. Dalam hal permohonan diterima, mencantumkan nomor ijin pada setiap
dokumen pemasukan dan pengeluaran yang menggunakan returnable package;
1.4. Mengajukan permohonan penyelesaian pemasukan atau pengeluaran empty
returmnable package (kosong) dengan melampirkan ijin:
1.4.1. Dalam hal pemasukan empty returnable package (kosong) kepada Pejabat
yang mengelola manifes untuk mendapatkan disposisi pengeluarannya;
1.4.2, Dalam hal pengeluaran empty returnable package (kosong) kepada
Pejabat yang melayani pabean untuk mendapatkan disposisi pemuatan
ke atas sarana pengangkut;
1.5. Membuat laporan setiap 6 (emam) bulan tentang pemasukan dan pengeluaran

kepada Pejabat fasilitas yang memberikan izin dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Pabean tempat pemasukan dan/atau pengeluaran returnable package
yang berisi paling sedikit:

1.5.1. Jenis dan jumlah returnable package pemasukan;

1.5.2. Jenis dan jumlah returnable package pengeluaran;

1.5.3. Kantor Pabean pemasukan;

1.5.4. Kantor Pabean pengeluaran;

1.5.5. Saldo returnable package.

2. Kepala Kantor Pabean:

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.

3.2,

3.3.

Menerima permohonan penggunaan returnable package dari pengusaha;
Dapat menolak pemberian ijin apabila pengusaha termasuk berisikq“tingéi;

Menerbitkan keputusan mengenai pemberian izin- periggunaan ° Feturnable
package.

Pejabat yang Melayani Fasilitas:

Menerima penerusan permohonan penggunaan returnable package dari Kepala
Kantor Pabean;

Melakukan penelitian kelayakan permohonan berdasarkan profil pengusaha dan
returnable package;

Mengusulkan keputusan mengenai pemberian izin penggunaan returnable
package kepada Kepala Kantor Pabean.

[, ¢,

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
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4. Pejabat yang Mengelola Manifes:

5.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Menerima permohonan penyelesaian empty returnable package (kosong);
Meneliti permohonan penyelesaian dan memberikan disposisi pada permohonan
tersebut yang sekaligus merupakan ijin pengeluaran dari Kawasan Pabean;

Membuat catatan tentang pemasukan dalam buku tersendiri berdasarkan nomor
keputusan mengenai pemberian izin penggunaan returnable package dan
memasukkan nomor urut pembukuan pada permohonan penyelesaian tersebut;
Menutup Pos BC 1.1 atas empty returnable package (kosong) dengan nomor urut
pembukuan pada permohonan penyelesaian tersebut;

menerima laporan setiap 6 (enam) bulan atas pemasukan dan pengeluaran
returnable package dari pengusaha;

Menghitung bea masuk dan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta denda dan
meneruskan penagihannya kepada Pejabat yang mengelola penagihan.

Pejabat yang Melayani Pabean:

5.1.

5.2.

S5.3.

0.4.

Menerima pengajuan permohonan penyelesaian pengeluaran empty returnable
package (kosong);

Meneliti permohonan penyelesaian dan memberikan disposisi pemuatannya ke
atas sarana pengangkut; '

Membuat catatan tentang pengeluaran empty returnable package (kosong) dalam
buku tersendiri berdasarkan nomor Kkeputusan mengenai pemberian izin
penggunaan returnable package dan memasukkan nomor urut pembukuan pada
permohonan penyelesaian tersebut;

Meneruskan pemberitahuan penyelesaian empty returnable package (kosong) ke
Pejabat yang mengelola manifes untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data
pemasukan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO UMUM td.

"‘..---..."’.,';rv-\\

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
KEpALA BB D NKEMENTERIAN
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MENTERI KEUANGAN
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HALAMAN DEPAN

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBACGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

CK-FTZ
KELIENTERIEM KEVAMNG AN REPLIBLIK iMDOMESEA
DIREKTORAT JENDERLL BEA DAM CLIKS! Lembar ke 121348
PERMBERITAHUAN PEMNGELUARAMN BARAHNG KEHA CUIAI
KE KAVWASALI PERDAGANGAH BEBAS DAMN PELABUHAR BEBAS
Diisl aleh Petyass Bea dan Culsai
Kantor T
receraneretz : ] ] (] (L] L [
womerez; ] (] L L L1 £
Tanggal (3; : [:I D EI I__—, I:I [:I
Psnausanha Palil: e e e ewds e oeeere L T T T T T T TUT
di .. ... A7) oL omembeitahukan akan mengslvarkan Barana Kena Culkal e Kawasan Bebas
depgantujuan .. ... .0 0B L el L B e e SEDAGAIMENS diurailzan di bawah ing:
Mo, Jumlah & Jenis Uralan f RIneian Jumiah HJE ! Tarif Jumlah Cukai
Lirut Koll Baraitg Barang HJP « Cukat dibayardibehasl-an
IRp: IRp}
1 2 3 4 Z G 7
110 111} 12; (13¢ (14; 13 118
Junilal culai 7
tdalan huruf:
CATATAMN PEMBAYARAM : JORON i |- SO {195, .. ...
Pengusaha
Homar SKEP Badan Pengawas Kawasan | .. . ..o vee i 4 orme
Tanagal :
L (21 M
Mamar Buku Relening :
Penganglutan ke tujuan akan dilatulan denaan . ... L L L G082 Ll e e e BB e e (B35 e
walib diselesaikan dalam jangl:a waldu selambat-lambatnya pada harike ... ..124; .. . .. setelahtanggal selesai lieluamya Barang Kena Culal.

Dalam hal jangla valdu dilewall. terhadap Barang Kena Culzat yang dihehasl-anisium ditenalian cukal walib dilunasl culainya.

...... 25} . .. ....tanggal . .28, . .

Kepala Sslsl Kepahaanan dan Culkal

o o o 2T
HIP. (283

Lembar kea-1 o untuls mslindungi BRKC

Lambar ke-2 ©ountul; Kamor Asal

Lembar I2-3 U untui Pengusaha PabriiTP

Lembar lig-4 ¢untukz penarima BKC

Lembar Ie-5 Tuntuls Kantar Tujuan

¥ Ooret yang fdal peny

/b




CATATAR HAS!H PEMERIKSAAN FISIK

Sesuai ! Tidak sesual kareng *

MENTERI KE!
. REPUBLIK INDONESIA

HALAMAN BELAKANG

€

-

vLotangoal Ll L3

Pejalat Bea dan Culkal

Hama ;132
RIP :i33]

CATATAN HAS)[, PENGELUARANM

SesuailTidale sesuat karena *: ... ... .. L3 L.

Jenis alat anpkut D39
[lagmar Polisi 11

Momor Penyenelan A

s.otangaal 3L L L

Pejalat Bea dan Culkal

Mama . (37
HIP . (38

CATATAM PEMERIMAAMN BARAMNG KEMNA CUKAI OI TEMPAT TUJUAH

Sesuais/Ticlak sesual karena ® ... . . .. ... ..

42000 .. .

L0430

Janggal oL [
Pejahat Bea dan Culsai

Eama (45!
MIP : (43;

B Corel pane fdal peit

CATATAM KANTOR YARG MEMBAVWAH!I PEHERILIA BKC
Kandist Segel : RusaluTidak Rusak *;

SesuaisTidaksesual karena*: ... .. ... W8T

(483,

L5

LJlanggal Lol 048 L
Kepala Sslksi Kepabeanan tan Culai
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1 ) diisi dengan kode kantor
Nomor ( 2 ) diisi dengan nomor dokumen
Nomor { 3 ) diisi dengan tanggal dokumen
Nomor { 4 ) diisi dengan nama KPUBC/KPPBC
Nomor { 5 ) diisi dengan nama Pabrik atau tempat penyimpanan
Nomor {( 6 ) diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Nomor {( 7 ) diisi . dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau tempat
penyimpanan
Nomor { 8 ).: diisi dengan nama perusahaan tujuan
‘ Nomor { 9 ) diisi dengan nama Kawasan Bebas yang bersangkutan
Nomor { 10 ) : diisi dengan nomor urut
Nomor { 11 ) diisi dengan jumlah dan jenis koli, misalnya 200 (dua ratus) karton
: Nomor { 12 ) : diisi dengan uraian/rincian BKC, misalnya Jamur Super (SKM) atau
1 Anggur Orang Buta [Gol Bl)
} Nomor ( 13 ) : diisi dengan jumlah dalam kemasan penjualan eceran, misalnya 600
i {(enam ratus) botol atau 10.000 (sepuluh ribu) pack
: Nomor { 14 ) : diisi dengan besarnya HJE sesuai penetapan
Nomor ( 15 ) : diisi dengan besaran tarif cukai, misalnya Rp5.000,-/liter atan Rp260,-/
: batang
Nomor { 16 ) diisi dengan nilai cukai yang dibayar/dibebaskan
Nomor { 17 ) diisi dengan nilai cukai dalam huruf
Nomor ( 18 )} : diisi dengan kota/kabupaten lokasi Pabrik atau tempat penyimpanan
Nomor ( 19 ) : diisi dengan tanggal pembuatan dokumen
Nomor ( 20 ) diisi dengan nomor SSPCP dalam hal ada pelunasan cukai
Nomor ( 21 ) diisi dengan nama Pengusaha Pabrik/pengusaha tempat penyimpanan
Nomor ( 22 ) diisi dengan jenis alat angkut, misalnya: truk Nopol B. 461 LU
Nomor ( 23 ) diisi dengan jenis alat angkut kedua atau kelanjutannya, misalnya: truk
Nopol B. 363 KLU atau KM Kelud
Nomor ( 24 ) : diisi dengan jumlah hari yang wajar untuk pengangkutan yang
mempertimbangkan tujuan ’
Nomor { 25 ) diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi KPPBC
Nomor ( 26 ) diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen
Nomor ( 27 ) : diisi dengan nama Pejabat yang menangani urusan cukai
Nomor { 28 ) diisi dengan NIP Pejabat yang menangani urusan cukai
Nomor ( 29 ) diisi dengan jumlah koli hasil pemeriksaan
Nomor { 30 ) diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau tempat
penyimpanan
Nomor ( 31 ) diisi dengan tanggal pemeriksaan
Nomor ( 32 ) : diisi dengan nama Pejabat yang melakukan pemeriksaan
Nomor { 33 ) : diisi dengan NIP Pejabat yang melakukan pemeriksaan
i Nomor ( 34 ) diisi dengan jumlah koli yang dikelnarkan
Nomor ( 35 ) dilsi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau tempat
penyimpanan
Nomor ( 36 ) : diisi dengan tanggal pengeluaran
‘ Nomor ( 37 ) : diisi dengan nama Pejabat yang mengawasi pengeluaran
“ Nomor { 38 ) diisi dengan NIP Pejabat yang mengawas] pengeluaran
i Nomor { 39 ) diisi dengan jenis alat angkut yang digunakan untuk pengeluaran

- / k.
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Nomor { 40 ) diisi dengan nopol alat angkut
Nomor ( 41 ) diisi dengan nomor segel (dalam hal dilakulkan penyegelan)
Nomor { 42 ) diisi dengan jumlah koli yang diterima
Nomor { 43 ) diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi perusahaan penerima
Nomor { 44 ) diisi dengan tanggal penerimaan
Nomor { 45 ) diisi dengan nama Orang mewakili perusahaan yang menerima
Nomer { 46 ) diisi dengan jahatan Orang yang menerima dalam perusahaan
Nomor { 47 ) diisi dengan jumlali loli sesuai yang diterima oleh perusahaan
tujuan/dimasukkan berdasarkan PPFTZ-03

Nomor ( 48 ) diisi dengan nama/kota lokasi KPUBC/KPPBC yang membawahi penerima
Nomor ( 49 ) diisi dengan tanggal penandatanganan dolumen
Nomor ( 50 ) diisi dengan nama Pejabat yang menangani urusan cukai
Nomor {51 ) diisi dengan NIP Pejabat yang menangani urusan cukai

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,

KEPALA BIRO UMUM _ .

i
KEPAL é’ff s AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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GIAR j'\ 7
NIP 19 4@&19&4@9} 01
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MENTERI KEUANGAN
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TATA CARA PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI
KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

I. Dz.llam hal Pengusaha Pabrik di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean/Kawasan Bebas
lainnya akan memasukkan BKC ke Kawasan Bebas:

1.

Pe%gusaha Pabrik mengisi dokumen cukai CK-FTZ dengan lengkap dan benar, yang

terdiri:

1.1 Lembar ke-1, dipergunakan untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan
BKC.

Dal.am hal pengangkutan menggunakan lebih dari satu alat angkut, untuk
pelindung pengangkutan setiap alat angleut digunakan salinan CK-FTZ lembar
ke-1 yang sudah ditandasahkan oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai.

Dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dipakai untuk melindungi alat angkut
yang terakhir.

1.2 Lembar ke-2, untuk Kantor yang mengawasi Pabrik.

1.3 Lembar ke-3, untuk Pengusaha Pabrik atau tempat penyimpanan.

1.4 Lembar ke-4, untuk penerima BKC.

1.5 Lembar ke-5 (jika ada), untuk kantor tujuan (dalam hal beda kantor).

Kantor yang mengawasi Pabrik, dalam hal ini Kepala Seksi Kepabeaﬁan dan Cukai,

melakukan kegiatan sebagai berikut: B R

2.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5
(jika ada) berikut lampirannya dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya® -

2.2 Meneliti kebenaran pengisian dokumen dan memberikan nomor dokumen
sesuai urutan dan tanggalnya dari buku daftar khusus untuk CK-FTZ.

2.3 Menetapkan jangka waktu pengangkutan BKC, -meénandatangani  dan
menandasahkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar
ke-5 (jika ada).

2.4 Menyerahkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke 3, ke-4 dan ke-5 (jika
ada) kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya.

2.5 Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam Buku Rekening yang
terkait dan/atau buku pengawasan.

2.6 Mengirimkan berita tentang pengeluaran BKC berdasarkan dokumen cukai CK-
FTZ kepada kantor yang mengawasi penerima BKC dengan surat, faksimili atau
e-mail. '

Untuk pengeluaran BKC, Pejabat yang ditunjuk mengawasi Pabrik melakukan

kegiatan sebagai berikut:

3.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 (jika ada)
dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya. _

3.2 Melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dikeluarkan untuk
memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.

3.3 Memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta
tanggal pengeluaran, identitas alat angkut dan nomor segel se_:lrta
menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 (jika
ada). .

3.4 Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam buku rekening yang
terkait dan/atau buku pengawasan. ‘

3.5 Menyerahkan kembali dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5

(jika ada) kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya. ﬁ/
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Lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 (jika ada) dipakai untuk melindungi pengeluaran
dan pengangkutan BKC tersebut.

Lembar ke-3 dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan Pengusaha
Pabnk

3.6 Dalam hal hasil pengawasan pengeluaran kedapatan tidak sesuai, melaporka_n
hal tersebut kepada bendaharawan kantor untuk dilakukan penyesuaian pada
buku rekening dan/atau buku pengawasan yang bersangkutan.

. Untuk pemasukan BKC, Pejabat yang ditunjuk mengawasi pemasukan melakukan

kegiatan sebagai berikut:

4.1 Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 (jika ada) dari
Pengusaha Pabrik atau kuasanya.

4.2 Melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dimasukkan untuk
memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.

4.3 Memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta
tanggal pemasukan, dan pembukaan segel serta menandatangani dokumen
cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 (jika ada).

4.4 Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 (jika ada) kepada
Kantor Pabean yang membawahi penerima BKC dengan melampirkan PPFTZ
selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

4.5 Menyerahkan CK-FTZ Lembar ke-4 kepada penerima BKC dipakai sebagai
dasar pembukuan atau pencatatan.

. Setelah menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 (jika ada) dari

Pejabat yang ditunjuk mengawasi pemasukan, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai

di kantor yang membawahi penerima BKC melakukan kegiatan sebagai berikut:

5.1 Mencocokkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 (jika ada) dengan
copy PPETZ.

5.2 Mencatat jumlah BKC yang diterima, menandatangani, dan menandasahkan
dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 (jika ada).

5.3 Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dengan dilampiri copy PPFTZ
kepada kantor asal.

. Setelah menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan lampirannya dari Kantor

yang membawahi penerima BKC, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor

yang mengawasi Pabrik, melakukan kegiatan sebagai berikut:

6.1 Mencocokkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan copy PPFTZ dengan CK-
FTZ lembar ke-2. .

6.2 Mengisi keterangan dalam buku rekening yang terkait dan/atau buku
pengawasan atas CK-FTZ yang bersangkutan.

6.3 Jika ternyata terdapat selisih kurang atas jumlah BKC sebagaimana catatan
Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai di Kantor yang membawahi penerima
BKC, segera meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk
diterbitkan surat tagihan kepada Pabrik yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN,
KEPALA BIRO UMUM ttd
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MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMASUKAN

DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS

Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL).

Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Surat Pemeriksaan Fisik (SPF).

Instruksi Pemeriksaan (IP).

Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP).

Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik).

Laporan Hasil Analisis Tampilan (LHAT).

Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).

Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB).

Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (FPB).

Pemberitahuan Konsolidasi Barang (PKB).

Surat Persetujuan Pemuatan Barang Untuk Diangkut Lanjut (BCF 1.1.1).

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Bebas
Untuk Diangkut Ke TPS Di Kawasan Pabean Lainnya (BCF 1.2.1-FTZ).

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP).

;b o
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1. Formulir Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA B ]
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIL

EKANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1) ooorenenn.
EKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .......... 12

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NFPP)

Nomor Pengajuan: .......... (3) oeriern
Waktu Respons @ .......... [ R menit
Kepada

Pengirim/,/ Penerima

NPWP Do 5] [P
Nama Do 6)..........
Alamat Do (T) e
PPJK
NPWP Cvceveeeeen (8) e
Nama D rreerene =) T
Alamat e (10) ........
NP PPJK D (11} ...con..

PPFTZ yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.
Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

..........

Pejabat Penerima Dokumen

Tanda tangan T v {(15) ...ooeeee

Nama Do {16) ..........
NIP N (17) e,

/h iy




(1)

{2)

(7}

(8}

(9)
(10)
(11)

{12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat NPP diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPP diterbitkan.
Diisi dengan nomor pengajuan PPFTZ.
Diisi dengan lama waktu respon NPP terbit sejak PPFTZ diajukan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan
nomor NPWP pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama pengirim atau penerima barang, sesuai dengan nama pengirim
atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat pengirim atau penerima barang, sesuai dengan alamat pengirim
atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP pengirim yang tercantum dalam
PPFTZ.

Diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ,

Diisi derigan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ,

Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum
dalam PPFTZ.

Diisi dengan perbaikan yang harus dilakukan.

Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPP.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPP.
Diisi dengan tanda tangan penerima dokumen

Diisi dengan nama Pejg.bat yang menandatangani butir (15).

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangaxni butir (15).

s+ o
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Formulir Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .....ceoes (3)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .......... (1) veenennes
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUEAI .......... (2) coiinnnn

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (NPBL)

Nomor : .......... 3 .eeee. Tanggal : .......... “) e

Nomor Pengajuan PPFTZ : ......... (5) e Tanggal : .......... (=) I
Nomor Pendaftaran PPFTZ : .......... (7) corrienn, Tanggal : .......... (8) e
Kepada
Pengirim/ Penerima

NPWP e )

Nama T (10) oooreeees

Alamat D reeeeen {11) veerenenes
FPJK

NPWP D (12) .ooeeeen

Nama Direnenns (13) s

Alamat D aererrenas [

NF PPJK D {158) ..........

Dalam PPFTZ yang Saudara sampaikan terdapat barang yang terkena ketentuan
larangan/pembatasan. Untuk itu diminta menyerahkan persetujuan dari instansi
.......... {16) .......... dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Nota Pemberitahuan ini.

Tanda tangan D (19) cooeenee

Nama D rrreneaes [1240) IO

NIP VIR (21) ..........
Peruntukan:

1. Pengirim /Penerima;
2. Unit pengawasan;
3. Pejabat peneliti barang larangan/pembatasan.

I,




(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(©)

(7)
(8)

©)
(10)
(11)
(12}
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
NQTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (NPBL}

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat NPBL diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPBL diterbitkan.
Diisi dengan nomor NPBL.
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPBL.

Diisi dengan nomor pengajuan PPFTZ (sesuai nomor pengajuan yang tercantum pada
PPFTZ).

Diisi dengan dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai nomor pengajuan FPFTZ yang
tercantum pada PPFTZ (DD/MM/YYYY).

Diisi dengan nomeor pendaftaran PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran PPFTZ sesuai dengan nomor
pendaftaran yang tercantum pada PPFTZ (DD/MM/YYYY).

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan
nomor NPWP pengirim atau penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama péngirim ataun penerima, sesuai dengan nama pengirim atau
penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau
penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum
dalam PPEFTZ.

Diisi dengan nama instansi teknis yang menerbitkan dokumen pelengkap berupa
perijinan,

Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPBL.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tabun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPBL.

Diisi dengan tanda tangan Pejabat Peneliti Barang Larangan/Pembatasan.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
{19).

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
(19}.
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Formulir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .......... (1} eeniennn
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .......... =) I

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)

Nomor : .......... (3) s Tanggal : .......... [ )

Nomor Pendaftaran PPFTZ : ... (=) [ Tanggal : .......... () PR
Kepada
Pengirim / Penerima

NPWP RN (7) creiirinne

Nama ORI 8) eenranns

Alamat D rereneen =) RSN
PPJK

NPWP Do {10) ounvens

Nama D vrereeen (L1) i

Alamat D orvereeeies (12) e

NP PPJK Doereenees (13) ceeereeeen
Lokasi Barang Ve (14) oorreneene
No.B/L atau AWB Deerereens {15) coernene, Tanggal : ........ (16)........
Nama Sarana Pengangkut :....... (17) vvieiins
No.Voy. /Flight D (18) ceeernene
No. BC 1.1 D (19)..cunvnneen Tanggal : ......... (20......... Pos :..(21)...
Jumlali/jenis kemasan R 252 I Berat : ... {23)........
Merk kemasan D (24).....uuee.
Jumlah peti kemas D {28) i
Nomor peti kemas/ukuran :......... (26})..........

Catatan Pengeluaran:

.......... (27).......... tanggal ..........(28).......... coreennn(29)nns tanggal L (300

Pejabat Pemeriksa Dokumen Barang Pejabat yang mengawasi pengeluaran

Tanda tangan : .......... (31)e.eninnnn. Tanda tangan : .......... 34)..........

Nama Do (32).nnnene. Nama Do (35)..cinnen

NIP HE (33).eiinnn, NIP U (36)..........
Peruntukan:

1. Pengirim/Penerima;
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang,.




(1)

{2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
®)
©
(10)
(1)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
{24)
(25)

(26).
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPE)

Diisi d.e..-n.gan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPPB diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPPB diterbitkan.
Diisi dengan nomor SPPB.
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPPB.

Diisi dengan notnor pendaftaran PPFTZ sesuai dengan nomor pendaftaran yang
tercantum pada PPFTZ.

Diisi dengan tanggal tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dari nomor
pendaftaran PPFTZ sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pendaftaran yang
tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim atau Penerima, sesuai dengan
nomor NPWP Pengirim atau Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama Pengirim atau Penerima, sesuai dengan nama Pengirim atau
Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat Pengirim atau Penerima, sesuai dengan alamat Pengirim atau
Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor ' Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan nomor NFWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum
dalam PPFTZ.

Diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang sesuai dengan yang tercantum pada
PPFTZ.

Diisi dengan nomor dokumen Bill of Lading atau Atrway Bill

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD /MM/YYYY) dari B/L atau AWB.

Diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Diisi dengan nomor voyage atau nomor flight sesuai dengan nomor voy atau flight yang
tercantum pada PPFTZ.

Diisi dengan nomor pendaftaran manifes (BC 1.1} sesuai dengan yang tercantum pada
PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dari BC 1.1 sesuai dengan
yang tercantum pada PPFTZ.

Diisi dengan nomeor pos atau sub pos dari manifes (BC 1.1) sesuai dengan yang
tercantum pada PPFTZ. .

Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan barang sesuai dengan yang tercantum pada
PPFTZ.

Diisi dengan berat barang bersih sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Diisi dengan merek kemasan sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.
Diisi dengan jumlah peti kemas sesuai dengan yang tercantum pada PPFTZ.

Diisi dengan nomor peti kemas atau ukuran dari peti kemas sesuai dengan yang
tercantum pada PPFTZ.

/1o



(27)
(28)
(29)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34}
(35)

(36)
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Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkan atau ditandatanganinya SPPB oleh
Pejabat pemeriksa dokumen.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkan atau
ditandatanganinya SPPB oleh Pejabat pemeriksa dokumen.

Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkan atau ditandatanganinya SPPB oleh
Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. :

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY]} diterbitkan atau
ditandatanganinya SPPB oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.

Diisi dengan tandatangan Pejabat yang memeriksa dokumen.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani butir (31).

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani butir (31).

Diisi dengan tandatangan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang,.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (34).

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (34).

/¥ L
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4. Formulir Surat Pemeriksaan Fisik (SPF)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .......... 9
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUEAI .......... 172 S

SURAT PEMERIKSAAN FISIK (SPF)

Nomor : ........ (3) cevrrnnnns Tanggal : .......... )
Nomor Pendaftaran PPFTZ : -.......... 15 [P Tanggal : .......... (=) IO
|
|
! Kepada
Pengirim/Penerima
NPWP D (4 TR
| Nama N (8)ereninnns
! Alamat D (=) FUP
PPJK
NPWP D (10)..........
Nama D veeereans (Lh..........
Alamat D (12)...co..ee.
NP PPJK D 13}.cvivennn.
i ‘ Lokasi Barang ... (14)eiinnnns

Berdasarkan hasil penelitian dokumen, PPFTZ Saudara ditetapkan diperiksa fisik‘. Agar
Saudara menyerahkan hasil cetak PPFTZ dan dokumen pelengkap pab.ean serta me'ny1apka.n
barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik dalam jangka waktu 3 {tiga) hari kerja setelah

tanggal SPF ini.

Pejabat yang menangani pelayanan pabean/
Pejabat Pemeriksa Dokumen

Tanda tangan Drrereene (15).ccnns
Nama D rereians (16)..counren.
NIP Devvrens (17)ecinnnn

s



(1}

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
{13)
(14)
(15)
(16)

(17)
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
SURAT PEMERIKSAAN FISIK (SPF)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPF diterbitkan.,

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPF diterbitkan.
Diisi dengan nomor SPF,
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya SPF.

Diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ sesuai nomor pendaftaran yang tercantum
pada PPFTZ .

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ sesuai
dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran yang tercantum pada PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim atau penerima, sesuai dengan
nomor NPWP Pengirim atau Penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama pengirim atau penerima, sesuai dengan nama pengirim atau
penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat pengirim atau penerima, sesuai dengan alamat pengirim atau
penerima yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) Pengusaha Pengurusan Jasa
Kepabeanan (PPJK], sesual dengan nomor NPWP PPJK yang tercantum dalam PPFTZ,

Diisi dengan nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK]), sesuai dengan
nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), sesuai dengan
alamat PPJK yang tercantum dalam PPETZ,

Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum
dalam PPFTZ.

Diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang sesuai dengan yang tercantum pada
PPFTZ.

Diisi dengan tanda tangan Pejabat yang menangani pelayanan dokumen/Pejabat
pemeriksa dokumen.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (15).

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (15).

/g/fr 2.
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5. Formulir Intruksi Pemeriksaan ({IP)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .......... (1 .......
EKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .........
INSTRUKSI PEMERIKSAAN
Nomor ... (3) e Tanggal : .......... 4) .

Nomor Pendaftaran PPFTZ : .......... () I, Tanggal : .......... {6)
Pengirim / Penerima,

NPFWP Deneeenns {4

Nama L [£5) RSV

Alamat HRI %) I
PPJK

NFWP D (10)...ueeens

Nama HTTN (11)..........

Alamat D (12).euninnes

NP PPJK R (13}
Pejabat Pemeriksa Barang:

Nama R (1)

NIP S (15)ceiiniies
Jumlah koli yang harus diperiksa R (16)..........
Ajukan contoh (ya/tidak) Do (17)eeecinnns
Ajukan foto (ya/tidak) Do (18)..cc.e...
Pejabat yang menangani pelayanan pabean/
Pejabat pemeriksa dokumen
Tanda tangan : .......... (19)...covnnn
Nama D reenrenn {20)..cccrvins
NIP Do (2} 1 S

.........

----------

/



(2)
(3)
(4)
(5)
©)

(18)
(19)

(20)

(21)

PR

MENTER] KEUANGAN
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TATA CARA PENGISIAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Instruksi Pemeriksaan
diterbitkan. :

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Instruksi Pemeriksaan diterbitkan.
]jiisi dengan nomor Instruksi Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Instruksi Pemeriksaan.
Diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai
yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokak Wajib Pajak (NPWP) Pengirim/Penerima sesual yang
tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama pengirim/penerima sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.
Diisi dengan alamat pengirim/penerima sesuai yang tercantum dalam PPFTZ
Diisi dengan NFWP PPJK sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama- PPJK sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan alamat PPJK sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok PPJK sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan
pemeriksaan fisik barang.

Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk untuk melakukan
Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan jumlah koli/kemasan yang harus diperiksa berdasarkan tingkat
Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi “YA” bila diperlukan contoh barang, atau “TIDAK” bila tidak diperlukan contch
barang.

Diisi “YA” bila diperlukan foto barang, atan “TIDAK” hila tidak diperlukan foto barang.

Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menerbitkan instruksi
pemeriksaan. :

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (19).

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (19).




6.
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Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ............... L) P,

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... (2)eniiiir

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : ..., (3)eerirnnanns Tanggal : ........ A,

Nomor Pendaftaran PPFTZ : ......... (5] . Tanggal D oreveeerees (B)eeecriannn.
Hari/tanggal Do (7).eiennnnn
Jam mulai periksa SO |- ISR Jam selesai periksa : .........al (=) I
Lokasi Covereees (10).........
Jumlah partai barang D reeereeienes (F1)eeriecnnnn
Nomor peti kemas yang diperiksa Doernierenen {12)einiinnrnnns

(dalam hal LCL)
Kondisi segel R (13)ereeiinnn, utuh rusak
Jumlah & jenis barang yang diperiksa @ ...l (14).eenveennnn

(dalam hal LCL)

Hasil pemeriksaan

Jumlah Spesifikasi

Jumlah, Jenis . . Negara

No ; ’ Uraian barang Satuan (merk/tipe/ Keterangan
Ukuran Kemasan Barang jcapasitas) Asal

{1) (2] (3) {4] (5] (6) (7)

Contoh : barang/foto *)

Kesimpulan :

Tanda tangan D e {17)eeieenirernnenns
Nama T ereeereeasarres (18)errerearennnn
NIP Do {19)eiiiiiinnnn

f

L



(1)

(2)
(3)

()
&)

(8)
(9
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Laporan Hasil Pemeriksaan
diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan,

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya Laporan Hasil
Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ, sesuai
yvang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan hari dan tanggal dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Diisi dengan jam mulai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan jam seclesai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan lokasi dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan jumlah partai barang yang diperiksa.

Diisi dengan nomor peti kemas yang diperiksa.

Diisi dengan kondisi segel, dengan memberi tanda cek (V) pada kolom utuh atau tidak
utuh sesuai dengan kondisi segel.

Diisi dengan jumlah dan jenis barang yang diperiksa.

Diisi dengan uraian hasil pemeriksaan dengan mengisi sesuai kolom yang telah
tersedia.

Diisi dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan tanda tangan Pejabat pemeriksa barang yang melalukan Pemeriksaan
Fisik barang.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (17). '

Diisi dengan NIP Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (17).

pﬂ/f’ 0.
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7; Formulir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ............... ) PO

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... V] PO '

-----------

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG
Nomor @ .....vvven (3)eeeneen.

Terhadap impor barang dengan data sebagai berikut:

7. Kendala pemeriksaan
a) Importir/kuasanya tidak ada di tempat pemeriksaan :
b) Barang tidak berada di tempat pemeriksaan
¢) Buruh tidak siap
d) Peralatan tidak tersedia
e) Lain-lain

1. No/TglPPFTZ . 5] PR R Joe f20000,
2. Lokasi Pemeriksaan ... {6)...
3. Tgl/waktu penunjukan pemeriksa : ........... (7)oreiernns F . /20......
4. Waktu pemeriksaan :
a) Jam/Tgl dimulai pengeluaran kemasan (stripping) : ........ {8)...... s e S /200,
b) Jam/Tgl selesai pengeluaran kemasan (stripping) .{9)...... 2 oS f200,
¢} Jam/Tgl dimulai pemeriksaan barang @ ... (10)....., ..../..../20..
d) Jam/Tgl selesai pemeriksaan barang Do (11)eeeesy vennf /20,0
5. Foto ' . tidak [ ya* (..... lembazr) ......... (12).......
6. Contoh barang
a) Jemis (13)eennnnnns
b) Jumlah e {(14)........e..
¢) diminta kembali oleh importir/kuasanya ya [ tidak *

...................................................

....................................................

Mengetahui:

Pengirim/Penerima/Kuasanya®*

.........................................................

............. {18).ceeciiiiiirieiannine [SUTTURRIRUPUUTRN 12§ ) PO
NIP ooeenens (21)ereiiriirerianens

Pengusaha TPS**

............. [N ) PP

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

* coret yang tidak perlu
#* diisi bila berkaitan dengan TPS

Peruntukan:
1. 'Pengirim/Penerima atau Pengusaha TPS;

2. Pejabat Pemeriksa Barang.

£/ﬁ 0.



(1)

(2)

(4)
()

(&)
(7)

(8)
()

(10)
{11)
(12)

(13)
{14)

(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

{20)

REPUBLIK INDONESIA
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TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Berita Acara Pemeriksaan
Fisik Barang dibuat.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang
dibuat. :

Diisi dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya Berita Acara
Pemeriksaan Fisik Barang.

Diisi dengan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam
PPFTZ,

Diisi dengan lokasi dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan tanggal dan waktu penunjukan pemeriksa, sesuai dengan instruksi
pemeriksaan.

Diisi dengan jam dan tanggal mulai dilaksanakannya pengeluaran kemasan dari
petikemas (stripping).

Diisi dengan jam dan tanggal selesai dilaksanakannya pengeluaran kemasan dari
petikemas (stripping).

Diisi dengan jam dan tanggal mulai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.
Diisi dengan jam dan tanggal sclesai dilaksanakannya Pemeriksaan Fisik barang.

Diisi dengan dilampirkan/tidakmya foto barang disertai jumlah lembar foto {masing-
masing foto diparaf oleh pemilik barang dan Pejabat Pemeriksa Barang).
Diisi dengan jenis barang yang diajukan sebagai contoh.

Diisi dengan jumlah barang yang diajukan sebagai contch
(masing-masing contoh barang diparaf oleh pemilik barang dan pejabat pemeriksa
barang).

Diisi dengan jenis peralatan yang dibutuhkan tetapi tidek tersedia, setelah mengisi
pilihan-piihan jenis kendala selama pemeriksaan sebagaimana tercantum pada butir 7
huruf a, huruf b, dan huruf c.

Diisi dengan kendala-kendala pemeriksaan lain yang perlu dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Fisik Barang.

Diisi dengan uraian keterangan pemeriksaan lain yang perlu dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Fisik Barang,.

Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pengirim/penerima barang atau kuasanya
sesuai dengan dokumen PPETZ.

Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pengusaha TPS tempat dilaksanakannya
Pemeriksaan Fisik barang,

Diisi dengan tanda tangan dan nama Pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan
Pemeriksaan Fisik barang,

Diisi dengan NIP Pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan Pemeriksaan Fisik barang.
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8. Laporan Hasil Analisis Tampilan

EKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ............... ) P .
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... 2] PO

Nomor : ......... 1S ) P Tanggal : ............. [ T

Nomeor Pendaftaran PPFTZ D {5)eeeiiiinenn, Tanggal ! ..ceoevee. (<) [T
Nomor Seri D {Theeieeinninn.
Nomor Instruksi Pemeriksaan D e (-1 O
Nomor Peti Kemas D 1) ST
Uraian Analisis:
................................................................. 10 ) P USRS LU OPPOORIP PP
Kesimpulan:

.............................................................. 5 T L RRMIRETI

Pejabat pemindai peti kemas

Tanda tangan D v [152) T
Nama D eenrierenenns (13 ciiienniieens
NIP D orrierrenenan [ T

Voo



(1)

(2)
(3)
(4)

()
(6)

(7)
(8)
(%)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL ANALISIS TAMPILAN
Diisi derigan nama Kantor Wilayah Bea Dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean

atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat Laporan Hasil Analisis
Tampilan diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat Laporan Hasil Analisis Tampilan diterbitkan.
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Analisis Tampilan.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya Laporan Hasil
Analisis Tampilan.

Diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesual yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY] pendaftaran PPFTZ, sesuai
yang tercantum dalam PPFTZ,

Diisi dengan nomor seri.

Diisi dengan nomor instruksi pemeriksaan.

Diisi dengan nomor peti kemas.

Diisi dengan uraian analisis hasil pemindaian barang.

Diisi dengan kesimpulan dari hasil analisis pemindaian barang.
Diisi dengan tanda tangan Pejabat pemindai peti kemas.

Diisi dengan nama Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir (12).

Diisi dengan NIP Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir {12).
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Formulir Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEANTOR WILAYAH/EKANTOR PELAYANAN UTAMA ............... (£ PO
EKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD)

Kepada Saudara

PENGIRIM

2 NPWP o 1)

2 Nama = @ e 4).eenenns

9 Alamat 1 . 5] A

PPIK

S NPWP o [(5)

2 Nama PTRUROTONN ( } MO

2 Alamat 0000 o (8)eeenennen.

2 NPPRPJK e () ISP

Terhadap PPFTZ dengan nomor pengajuan @ ......... (10}ururvenenn
Kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait berupa :
.................................... TN & I T U OO PP

..................
..................................................................................

Tanda tangan @ .......... (14)..........
Nama Do (15)cccniinnns
NIP Do (16)eeieviiee




(1)

(2}
(3)

(4}
(5)
(6)

{7)
(8)
()

(10)

(11)
(12)
(13)
(14}

(15)

(16)

REPUBLIK INDONESIA
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TATA CARA PENGISIAN NOTA PEMBERITAHUAN
PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat NPPD diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPPD diterbitkan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim, sesuai dengan nomor NPWP
Pengirim yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama Pengirim, sesuai dengan nama pengirim yang tercantum dalam
PPETZ.

Diisi dengan alamat Pengirim, sesuai dengan alamat pengirim yang tercantum dalam
PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai dengan NPWP PPJK yang
tercantum dalam PPFTZ,

Diisi dengan nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
Diisi dengan alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum
dalam PPFTZ.

Diisi dengan nomor pengajuan PPFTZ sesuai nomor pengajuan yang tercantum dalam
PPFTZ.

Diisi dengan kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPPD.
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPPD.

Diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian barang
larangan/pembatasan.

Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
(14). '

Diisi dengan NIP Pgjabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
(14).

/QA-J )
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10. Formulir Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPFB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA ...............{1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

NOTA PELAYANAN PENGELUARAN BARANG (NPPE)
Nomor FERN 1 § Tanggal : ... {4}....
No. Pendaftaran PPFTZ: ...... {S}..... Tanggal : ... (5}

Lembar ke ..... dari .....

. KANTOR PABEAN PEMBUATAN

. NPWP/NAMA FENGIRIM

. NFWP/NAMA PPJK

bl@] 0=

SBARANA PENGANGHUT
a. Nama FEU. [ 5] R b. Voyage/Flight . (11).ciiieuens

. TANGGAL PERKIRAAN e ToL-)

. PELABUHAN MUAT § e {L3errrnnne

. BERAT KOTOR HE [14).veerans

o lala|m

KEMASAN

PETIHEMAS NON PETIEEMAS
a. Merek/Nomor PN § £ I a. Jenis/Merek Kemasan :
b. Ukuran I e (4 1=) A—— b, Jumlah

UNTUK KEANTOR PABEAN PEMUATAN

A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Pejabat Pemeriksa Dokumen Pemeriksa
FRUTORIIUN & § | ORI
Nama .-
NIP [P
C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING = | petupas Penpawasan Stuffing @ covovvens T N
Merek/Nomor Peti Kemas
Ukuran Peti Kemas
Jenis Segel : 27
D. CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN E. CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA PENGANGHKUT
SEGEL :[ ] utuh [ rusax[_] Tidak Sesuai  ...(32)..,
Selesai masuk tanggal : ...(33)... ‘Pukul t (340, Selesai muat tanggal : ...(38)... Pukutl :e(39)..
Petugas Dinas Luar: Petugas Dinas Luar;

Peruntulkkan Pengidim/ TPS/ Pengangkut/ Kantor Pabcan

b

f
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TATA CARA PENGISIAN NOTA PELAYANAN PENGELUARAN BARANG (NPPB)

(1}

{2)
(3)
(4)
()
(6)

(7)
(8)

9)
(10)
(11)

(12)

(13}
(14}
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)

(25)
(26)

(27).

(28)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat NPPB diterbitkan,

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat NPPB diterbitkan.

Diisi dengan nomor Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPFB).

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun {DD/MM/YYYY) diterbitkannya NPPB.
Diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum dalam PPETZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran PPFTZ, sesuai yang tercantum
dalam PPFTZ

Diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan Nomeor Pokok Wajib Pajak (NFWP) dan nama Pengirim sesuai yang
tercantum dalam PPFTZ,

Diisi dengan NFWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PPFTZ,
Diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nomor voyage atau flight sarana penganglkut, sesuai dengan voyage atau
flight sarana pengangkut yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan, sesuai yang
tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nama pelabuhan muat sesuai yang tercantum dalam PPFTZ,
Diisi dengan jumlah berat kotor barang, sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan merek dsn nomor peti kemas sesuai yang tercantum dalam PPFTZ (satu
NPPB untuk satu peti kemas).

Diisi dengan ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan jenis/merek kemasan sesuai yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan jumlah kemasan sesual yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan tanda tangan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menerbitkan NPPB.

Diisi dengan nama Pejabat Pemeriksa Dokumen yang menandatangani sebagaimana
dimaksud pada butir (20}. '

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP} Pejabat Pemeriksa Dokumen  yang
menandatangani butir (20).

Butir (19) s.d. (21} diisi dalam hal barang tidak dilakukan Pemeriksaan Fisik, atau
dilakukan Pemeriksaan Fisik dengan hasil Pemeriksaan Fisik menunjukkan jenis
dan/ atau jumlah barang tidak sesuai.

Diisi dengan tanda tangan dari pemeriksa yang melakukan Pemeriksaaan Fisik barang.

Diisi dengan nama pemeriksa yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
(23).

Diisi dengan NIP pemeriksa yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir
(23). ’ '

Butir (22) s.d, {24) diisi dalam hal barang dilakukan Pemeriksaan Fisik dengan hastl
Pemeriksaan Fisitk menunjukkan jenis dan/atau jumlah barang sesuar.

Diisi dengan merek dan nomor peti kemas.
Diisi dengan ukuran peti kemas.
Diisi dengan jenis segel peti kemas yang digunakan,

Diisi dengan nomor atas jenis segel yang digunakan.

~1




(29)
(30)
(31)

(32)

(33)
(34)
(35)
{36)

{37)

(38)

(39)
(40)

(41)
(42)
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Diisi dengan tanda tangan petugas pengawasan stuffing.
Diisi dengan nama petugas penigawasan stuffing yang menandatangani butir (30).
Diisi dengan NIP petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (30).

Butir (25) s.d. {31} diisi dalam hal dilakukan stuffing. Butir (26) dan (27) diisi dalam hal
dilakukan penggantian peti kemas

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak
atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada
saat barang masuk ke kawasan pabean.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Diisi dengan waktu dimasukkannya barang ke kawasan pabean.
Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud
pada butir (35).

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (35).

Butir {32) s.d. (37) diist dalam hal barang dimuat di Kawasan Pabean.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) selesai muat barang ke sarana
pengangkut.

Diisi dengan waktu selesai muat barang ke sarana pengangkut.

Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan
barang ke sarana pengangkut.

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud
pada butir (40).

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada
butir (40).

Butir (38) s.d (42) diisi dalam hal barang dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain
di luar kawasan pabean.

N
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Formulir Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAI BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .............. ) T
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ........... [12) PRI
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB)
Nomor @ ....ccovis (3heeeenens Tanggal A4)......

Kepada Saudara

PENGIRIM

2 NPWP e [£5) T

¥ Nama = e B).ccnnnne.

<@ Alamat L (7)eeinrinnn

PPIK

2 NPWP o {8).eerennnn.

D Nama @ .. 9)....

D Alamat Ll (10)..reennn.
2 NPPRJK @ . (11)..........

Terhadap Barang yang diberitahukan dengan PPFTZ Nomor ...., (12}).... Tanggal ....(13).....
Harus dilaksanakan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing pada:

a. Tanggal o (14)..c..nnen.

b. Kantor Pabean Pemeriksaan : .......... (15)..........

c. Lokasi dan nomor telepon @ ... (16)...cv.nnns

d. Nama petugas ... (17)ceninnnns

e. Tanggal dan tempat stuffing . .......... (18)...ccunes

f. Jumlah petikemas/kemasan*) : .......... (19)ceueenns

Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang sesuai PPFTZ dan menyerahkan:

a. PPFTZ;
b. PPFTZ Pembetulan, apabila dilakukan pembetulan PPETZ; dan
c. Fotokopi Invoice dan fotokopi packing list.

Pejabat Pemeriksa Dokumen

Tanda tangan D oerreeees 22).enenenn.
Nama N (23).ininns
NIP Do, 24)..........

Pemeriksa: .

Nama N (25)erinenes

NIP RN 215} IO

Tingkat Pemeriksaan : .ooeoen(@7)eennn..

%} caret yang tidak perlu

Peruntukkan: Pengirim/Kantor Pabean

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG {PPB) / y

v /Q//
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(1} Diisi d't?n'gan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat PPB diterbitkan.

(2) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat PPB diterbitkan.
(3) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Pemeriksaan barang (PPB).
{4) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya PPB .

{5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim, sesuai dengan nomor NPWP
Pengirim yang tercantum dalam PPFTZ,

(6) Diisi dengan nama pengirim, sesuai dengan nama pengirim yang tercantum dalam
PPFTZ.

(7) Diisi dengan alamat pengirim, sesuai dengan alamat pengirim yang tercantum dalam
PPFETZ.

(8) Diisi dengan NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PPFTZ.
(9) Diisi dengan nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.
(10) Diisi dengan alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PPFTZ.

(11) Diisi dengan Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum
dalam PPFTZ,

{12) Diisi dengan nomor pendaftaran PPF1Z sesuai yang tercantum dalam FPPFTZ.

(13) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/ MM/YYYY) pendaftaran PPFTZ sesuai
yang tercantum dalam-PPFTZ.

(14) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) dilakukannya Pemeriksaan
Fisik dan pengawasan stuffing barang .

(15) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat dilakukannya Pemeriksaan Fisik dan
stuffing barang

(16) Diisi dengan alamat dan nomor telepon lokasi dilakukannya Pemeriksaan Fisik dan
stuffing barang sesuai yang tercantum dalam PKB.

(17) Diisi dengan nama jelas petugas yang mewakili tir untuk mendampingi Pemeriksaan
Fisik dan stuffing barang sesuai yang tercantum dalam PKB.

(18) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun (DD/MM/YYYY), dan tempat dilakukannya stuffing
barang .

(19) Diisi dengan jurnlah peti kemas atau kemasan yang digunakan untuk barang .
{(20) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya PPB.

(21) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya PPB.
(22) Diisi dengan tanda tangan Pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan PPB.

(23) Diisi dengan nama Pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani sebagaimana
dimaksud pada butir (22). :

(24) Diisi dengan NIP Pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani sebagaimana
dimaksud pada butir (22).

(25) Diisi dengan nama pelaksana pemeriksa barang yang ditupjuk untuk melakukan
Pemeriksaan Fisik barang .

(26) Diisi dengan NIP pelaksana pemeriksa sebagaimana dimaksud pada butir (25)

(27) Diisi dengan prosentase tingkat Pemeriksaan Fisik barang .

Do
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12. Formulir Pemberitahuan Konsolidasi Barang (PKB)

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG (PKB)

Nomor pengajuan i )

Nomor dan Tanggal Pendaftaran ... 7 OO

Merek/Nomor Peti kemas B

Ukuran Petikemas e € PR

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Stuffing . .............. () [T
PIHAK YANG MELAKUKAN KONSCLIDASI : |KANTOR PABEAN PEMUATAN - FN () B
NPWP @ () [ NEGARA TUJUAN R 4 s} FO
NAMA @ L. [ (4 RO NAMA SARANA PENGANGKUT tee(12)..
ALAMAT ... [{:) RPN NO.VOY /FLIGHT (13

PPFTZ NPPB
No. Nomor Tanggal Nomor Tanggal KETERANGAN
1 2 3 4 5 6

4 .o (15 | e (16)cccc.. [ oieiiin 17 IR RN 18.....] ... (19).........

Petugas Pengawasan Stuffing

......... (20).......tanggal.........(21)
Tanda tangan D 22
Nama N (23).eieiin
NIP D e (24)....ciiiie ttd dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab atas
kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ird

CATATAN PEMASUKAN BARANG KE
KAWASAN PABEAN
(25)

SEGEL: I:,Utuh DRusak L_____chIk sesuai

Selesai masuk tanggal : ...(26)... Pukul ...(27)...

Petugas Dinas Luar Petugas Dinas Luar

Tanda tangan Dereee (28)......... Tanda tangan :...... Ly T
Nama Dirres (29......... Nama D (35).........
NIP Deeees (30)......... NIP EARTOIRNN 1<) NEOTIP

CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA
PENGANGKUT
(31)

SEGEL: DUmh ‘:]Rusa.k EITdk sesuai

Selesai muat tanggal : ...(32}... Pukul ...(33)...

Lembar kesatu: Pengusaha; Lembar kedua: Konsolidator; Lembar ketiga: Pengusaha TPS; Lembar
keempat:Pengangkut; Lembar kelima:Kantor Pahean Pemuatan.

..




(2)
(3)
(4)
()

{6)
{7)
{8)
(9)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

{17)
(18)

(19)
(20)
{21)
(22)

(23)
(24)

{23)

(26)

(27)
(28)
(29)

(30).
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TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG (PKB)

Diisi dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Konsolidasi B iisi
_ arang (PKB), d
pihak yang melakukan konsolidasi. et } fist oleh

Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran PKB.
Diisi dengan merek/nomor peti kemas yang berisi barang konsalidasi, '
Diisi dengan ukuran peti kemas sebagaimana dimaksud pada butir (3).

Diisi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun (DD/MM/YYYY] dilaksanakannya
stuffing barang konsolidasi.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang melakukan konsolidasi.
Diisi dengan nama pihak yang yang melakukan konsolidasi.

Diisi dengan alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi.

Diisi dengan nama Kantor Pabean di pelabuhan muat.

Diisi dengan negara tujuan barang konsolidasi.

Diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean,
dalam hal pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah
nama sarana pengangkut pertama yang memuat barang konsolidasi.

Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Voyage untuk sarana pengangkut
Jaut, sedangkan flight untuk sarana pengangkut udara.

Diisi dengan nomor urut data PPFTZ yang dikonsolidasikan.
Diisi dengan nomor pendaftaran PPFTZ sesuai dengan yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY} pendaftaran PPETZ sesuai
yang tercantum dalam PPFTZ.

Diisi dengan nomor NPPB sesuai yang tercantum dalam NPPB.

Diisi dengan tanggal,bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) NPPB sesuai yang tercantum
dalam NPPB.

Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.
Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya PKB.
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM /YYYY) diterbitkannya PKB.

Diisi dengan tanda tangan petugas pengawasarn stuffing yang mengawasi stuffing
barang konsolidasi.

Diisi dengan nama petugas pengawasarl stuffing yang menandatangani sebagaimana
dimaksud pada butir (22}.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai petugas pengawasan stuffing yang menandatangani
sebagaimana dimaksud pada butir (22).

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuk}, rusak
atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada peti kemas
pada saat barang konsolidasi dimasukkan ke Kawasan Pabean.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) dimasukkannya barang
konsolidasi ke Kawasan Pabean.

Diisi dengan waktu dimasukkannya barang konsolidasi ke Kawasan Pabean.
Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean.

Diisi dengan nama petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean yang
menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (28).

Diisi dengan Nomeor Induk Pegawai petugas dinas luar di pintu masuk Kawasan Pabean
yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (28).
7.



(31)

(32)

(33)
(34)
(35)

{36)
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- {butir (26) s.d. butir (30) diisi dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana
penganglut di kawasan pabean)

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak
atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada peti kemas
pada saat barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimuatnya barang konsolidasi' ke sarana
pengangkut. '

Diisi dengan waktu dimuatnya barang konsolidasi ke sarana pengangkut.
Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan.

Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani sebagaimana dimaksud
pada butir (34),

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (34).

- {butir {(31) s.d. butir (36) diisi dalam hal barang konsolidast dimuat ke sarana
pengangkut di tempat lain di luar Kawasan Pabean)
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13. Formulir Surat Persetujuan Pemuatan Barang untuk di Angkut Lanjut

SURAT PERSETUJUAN PEMUATAN BARANG UNTUK DIANGKUT LANJUT

BCF.1.1.1

‘KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUEAI
KANTOR WILAYAH DJBC/KANTOR PELAYANAN UTAMA......... (1)erererianne
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAL....(2)......... .

SURAT PERSETUJUAN PEMUATAN BARANG UNTUK DIANGKUT LANJUT

Nomor :....... (3)... Tanggal :.......... (#eeereenns .
Nomor Pendaftaran BC 1.1 ... (5)enenis Tanggal: ....... (5] ST Pos:...... (7)eeennn
Pengangkut i
NPWFP Deereereea 1) AT
Nama Deeireaen 1] PO
Alamat LR (10........
Jenis sarana pengangkut ... {11).......
Lokasi Barang D erereenas {12)...cuvnn
No. B/L JAWB PURPIURTOR § < ) PR Tanggal : ...ee.e. (14).... ...
Jumlah /jenis kemasan b rerrenen (15)......... Berat rineirens (16}..cenenns
Merk kemasan D vevieen (17)eiennnn
Jumlah Peti Kemas D eeeerines {(18).sevvenin
Nomor Peti Kemas/Ukuran : ... (19)....u.en.

Catatan Pemuatan Pejabat yang menangani administrasi manifes

Selesai muat tanggal @ ... (20).......00
Pukul D esnnanes (21}.........

Petugas Dinas Luar

Tanda Tangan Daeneen we(22). e Tanda Tangan RN (25)..0eereee
Nama D eereenes (23)..0ennen Nama o (26} ceeene
NIP PR (24).eveene NIP Crerenens (27)errees

Lembar kesatu: Pengangkut; Lembar kedua: Pengusaha TPS; Lembar ketiga: Pejabat yang mengawasi

pemuatan dan pengeluaran barang.

¥



(1)
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(12)
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PEMUATAN
BARANG UNTUK DIANGKUT LANJUT (BCF.1.1.1)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat BCF.1.1.1diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat BCF.1.1.1 diterbitkan.
Diisi dengan nomor BCF.1.1.1.

Diisi dengan tanggal, bulan,dan tahun pendaftaran BCF.1.1.1.
Diisi dengan nomor pendaftaran BC 1.1

Diisi dengan tanggal bulan,dan tahun pendaftaran BC 1.1.

Diisi dengan nomor Pos BC 1.1.

Diisi dengan nomor NPWP pengangkut.

Diisi dengan nama pengangkut.

Diisi dengan alamat lengkap pengangkut.

Diisi dengan jenis moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut lanjut
(darat/laut/udara)

Diisi dengan lokasi tempat penimbunan baraﬁg.
Diisi dengan nomor B/L atau AWB.

Diisi dengan tanggal B/L atau AWB.

Diisi dengan jumiah dan jenis kémasan.

Diisi dengan berat kemasan.

Diisi dengan merk kemasan.

Diisi dengan jumlah peti kemas.

Diisi dengan nomor peti kemas/ukuran.

Diisi dengan tanggal selesainya pemuatan barang ke sarana pengangkut.

Diisi dengan catatan waktu selesainya pemuatan barang ke sarana pengangkut.
Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan barang,.
Diisi dengan nama petuga's dinas luar yang mengawasi pemuatan barang.

Diisi dengan NIP petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan barang.

Diisi dengan tanda tangan Pejabat yang menangani administasi manifes.

Diisi dengan nama Pejabat yang menangani administasi manifes.

Diisi dengan NIP Pejabaf yang menangani administasi manifes.
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Bebas Untuk Diangkut Ke TPS Di

14. Formulir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Di Kawasan

Kawasan Pabean Lainnya

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN
DI KAWASAN BEEAS UNTUK DIANGEKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

BCF.1.2.1-FTZ

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC/EANTOR PELAYANAN UTAMA ..cvoevere(Lecruenene
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ......(2}.ceceeuree

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN
UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEEAN LAINNYA

Nomor :..... {3) Tanggal: ..... “).....

Nomor Pendaftaran BC 1.2-FTZ: ..... {5)..... Tanggal :....(6).....
Pengusaha TPS Tujuan :

1 NPWP RN v

1 Nama T (8)-....

j Alamat ... 9).....

: Pengusaha TPS Asal :

i NPWP (10).....

i Nama e (11).....

: Alamat .. (12).....
Pengangkut :
NPWP . (13).....
Nama ... (14).....
Alamat i {15).....
Lokasi Barang (16).....
No. B/L /AWB (17)..... Tanggal ... (18).....
No. BC 1.1 {19)..... Tanggal ~ : ... (20)..... Pos:..... 21).....
Jumlah/jenis kemasan ... 22]..... Berat -(23).....
Merk kemasan ... 24).....
Jumlah Peti Kemas ... (25).....
Nomor Peti Kemas/Ukuran -(26}).....
Catatan Pengeluaran: Pejabat yang menangani administrasi manifes
1. Nomor Tanda pengaman 27 Tanda Tangan ! ... {30).....
2, Jenis Tanda pengaman ... (28)..... Nama D31
3. Lainnya -(29)..... NIP . (32).....

ASAL

Pejabat Dinas Luar

Nama /NIP 1 ...(36)....

CATATAN PENGELUARAN BARANG DARI TFPS

Tanda Penagaman/Kemasan/Peti Kemas.. (33)...

D Sesuai D Tidak Sesuai/Rusak

Selesai Keluar tgl  :...(34).... Pukul ...(35)....

CATATAN PEMASUKAN BARANG KE TPS TUJUAN

Tanda Pengaman/Kemasan/Peti Kemas...(37)....

D Sesuai D Tidak Sesuai/Rusak

Selesai masuk tgl : ...(38).... Pukul ...(39)....
Pejabat Dinas Luar :
Nama/NIP s (40)....

CATATAN PENGELUARAN:
(41

CATATAN PEMASUKAN:
. (42)....

Lembar kesatu: Pengusaha TPS Tujuan;

Lembar kedua: Kantor Pabean yang mengawasi TPS Tujuan;

[,

Lembar ketiga: Kantor Pabean yang mengawasi TPS Asal.

A
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN
BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS UNTUK
DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA(BCF.1.2.1-FTZ})

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat BCFE.1.2.1-FTZ diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat BCF.1.2.1-FTZ diterbitkan.
Diisi dengan nomorBCF.1.2.1-FTZ.

Diisi dengan tanggal bulan,dan tahun BCF.1.2.1-FTZ.

Diisi dengan nomor pendaftaran BCF.1.2.-FTZ

Diisi dengan tanggal,bulaﬁ,dan tahun pendaftaran BC 1.2.-FTZ
Diisi dengan NPWP Pengusaha TPS Tujuan.

Diisi dengan nama Pengusaha TPS Tujuan.

Diisi dengan alamat lengkap Pengusaha TPS Tujuan.

Diisi dengan NPWP Pengusaha TPS Asal.

Diisi dengan nama Pengusaha TPS Asal.

Diisi dengan alamat lengkap Pengusaha TPS Asal.

Diisi dengan NPWP pengangkut.

Diisi dengan nama pengangkut.

Diisi dengan alamat lengkap pengangkut.

Diisi dengan lokasi tempat penimbunan barang.

Diisi dengan nomor B/L atau AWB.

Diisi dengan tanggal B/L atau AWB.

Diisi dengan nomor pendaftaran BC 1.1

Diisi dengan tanggal bulan,dan tahun pendaftaran BC 1.1.
Diisi dengan nomor Pos BC 1.1.

Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan.

Diisi dengan berat kemasan.

Diisi dengan merk kemasan.

Diisi dengan jumlah peti kemas.

Diisi dengan romor peti kemas dan ukurannya.

Diisi dengan nomor tanc:fa_pengaman yang digunakan,

Diisi dengan jenis tanda pengaman yang digunakan.

Diisi dengan catatan lainnya yang berkaitan dengan tanda pengaman.
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menangani manifes.
Diisi dengan nama pejabat yang menangani manifes.

Diisi dengan NIP pejabat yang menangani manifes.

7.
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Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai, tidak
sesuai atau rusak, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi tanda pengaman /
kemasan / petikemas pada saat barang akan dikeluarkan dari TPS asal.

Diisi dengan tanggal selesainya pengeluaran barang dari TPS asal.
Diisi dengan catatan waktu keluarnya barang dari TPS asal.

Diisi dengan nama dan NIP Pejabat dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang
dari TPS asal.

Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai, tidak
sesuai atau rusak, yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi tanda pengaman /
kemasan / petikemas pada saat barang akan dimasukkan ke TPS tujuan.

Diisi dengan tanggal selesainya pemasukan barang ke TPS tujuan.
Diisi dengan catatan waktu masuknya barang ke TPS tujuan.

Diisi dengan nama dan NIP Pejabat dinas luar yang mengawasi pemasukarn barang ke
TPS tujuan.

Diisi dengan “SETUJU KELUAR” dalam hal disetujui untuk dikeluarkan dari TPS
asal.

Diisi dengan “SETUJU MASUK” dalam hal disetujut untuk dimasukkan ke TPS
tujuan.

).
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15.Formulir Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak

(SPPBMCP)

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC/KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... () N
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI....... ) [,

Nomor T (3)eeiannens
Tanggal : .......... . [
A. PENGIRIM: B. PENERIMA:
Nama.a D, (Beensunnnnierinnnins Nama ETOUTURUUI { .) I
Identitas R AARAIERLLEY () IR ISP Identitas HEROUSUOUPRRRRPTN () PO ROUPI
Alamat R AR R AT ) RTINS Alamat D iiercr i A0).. i,
C. PENYELENGGARA POS:
Nama CPUUPRRRUUUPTORTUURN o | FETTPORRTR
Identitas R V2 T
D. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI
Uraian Barang Secara - Pos Tarif/HS
No Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah Dan Nilai Pabean - Tarif BM,
: Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Jenis Satuan Cukai, PPN,
Dan Spesifikasi Lainnya PPNEBM, PPH
13 e 4.... | .. {15}.... | ... (16).... | ... (17)....
NDPBM : ..... (18).... Dalam Rupiah (Rp.} : .....(19)....

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk ......(20)....... % T rvevenrenes [215) I
Cukai..c.coeueeee. 21)un.n. % S e (26)..........
Jumlah ............ 27 eeeennnn
PPN .............(22). % = rvreneeeee (28).
PPRBM ....coeeeea(23)nen. % E o eenens (29)..........
PPR cvcveeciiinene (24)........ % = eeieean {30)
Jumlah ... (31)
Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak tersebut di atas sebesar Rp. ............(32).........

Saudara wajib melunasi pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dimaksud dan menyampaikan
bukti pembayaran kepada Kepala Kantor ......... (33}

Pejabat Bea dan Cukai,

SPTNFPBK ini dibuat rangkap 3 {tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Pengirim Barang;

- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;

- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai
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LEMBAR LANJUTAN SPPEMCP

Kantor Pabean : .......n@hnnnn halaman ...(37).... dari ,..(38)....
Nomor D e (5] PR
D. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI
Uraian barang secara lengka - Pos Tarif/HS
raian berang gxap Jumlah dan | Nilai Pabean |- Tarif BM,
No. meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, Jenis Satuan Cukai. PPN
ukuran, dan spesifikasi lainnya PPnBI\’/I PPI:1
..(13).. (). e (18). | e (16) JUOON I 4 TS

Pejabat Bea dan Cukal,

Rangkap ke-1/2/3 untuk Pengirim Barang/Penyelenggara Pos/Pejabat Bea dan Cukai

'

%
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN
BEA MASUK, CUKAIL DAN ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean
atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat SPPBMCP diterbitkan.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat SPPBMCP diterbitkan.
Diisi dengan nomor SPPBMCP.

Diisi dengan tanggal bulan,dan tahun pendaftaran SPPBMCP.
Diisi dengan nama pihak yang mengirimkan barang,.

Diisi dengan nomor identitas pihak yang mengirimkan barang (NPWP/KTP/Paspor/
Lainnya).

Diisi dengan alamat lengkap pihak yang mengirimkan barang.
Diisi dengan nama pihak yang menerima barang.

Diisi  dengan nomor  identitas  pihak  yang * ‘meénerima barang
(NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Diisi dengan alamat lengkap pihak yang menerima barang.
Diisi dengan nama pihak penyelenggara pos.

Diisi dengan nomor identitas pihak penyelenggara pos.
Diisi dengan nomor urut,

Diisi pada kolom yang disediakan dengan hasil pemeriksaan pejabat bea dan cukat
mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor.

Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
Diisi dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan pejabat bea dan cukai mengenai:
a. klasifikasi barang; dan

b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan.

Diisi dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang
dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.

Diisi dengan nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada
kolom 16 dengan NDPBM pada kolom 18. '

Diisi dengan tarif bea masuk.

Diisi dengan tarif cukai.

Diisi dengan tarif PPN.

Diisi dengan tarif PPnBM.

Diisi dengan tarif PPh.

Diisi dengan jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.

Diisi dengan jumlah cukai yang wajib dilunasi.

Diisi dengan total jumlah bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi. Q/ f, Q/
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(28) Diisi dengan jumlah PPN yang wajib dilunasi.
(29) Diisi dengan jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.

{30) Diisi dengan jumlah PPh yang wajib dilunasi.

(31)
(32)
(33)

(34)
(35)

Diisi dengan total jurelah PPN, PPnBM, dan PPh yang wajib dilunasi.

Diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang wajib dilunasi.

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau- Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan SFPPBMCP.

Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.

Salinan sesuai dengan aslinya
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